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PENGANTAR

Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas

Pemitihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Betitung Tahun 2021 dapat diselesaikan.

LKIP Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung Tahun 2021 merupakan perwujudan dan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Petaporan Keuangan

dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunluk Teknis Perjanjian Kinerja, Petaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi sebagai media penitai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabititas

Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung datam peLaksanaan tugas dan fungsinya menulu Good

Governance. Sebagai pengendai dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai wujud transparansi hingga

pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Setanjutnya penyusunan LKIP ini merupakan anatisis realisasi capaian sasaran strategis Bawastu Provinsi

Kepulauan Bangka Betitung sekatigus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja

secara berkeLanjutan. Sangat disadari bahwa LKIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung masih jauh

dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai

tingkat keberhasilan atau kegagatan pencapaian kinerja Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betltung.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang tetah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung Tahun 2021.

Pangkalpinang, Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA
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BAB I

PENDAHULUAN

Pemitihan Umum merupakan sarana Petaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan

secarc tangsung, umum, bebas. rahasia,.iujur dan adit. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi 'dari

rakyat, ol.eh rakyat dan untuk rakyat', seperti yang diamanatkan datam UUD Negara Repubtik

lndonesia tahun 1945 pasal l ayat 2. Metatui Pemilu diharapkan proses potitik yang bertangsung akan

metahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar me\rakiti kepentingan

masyarakat pemitih.

Badan Pengawas Pemitihan Umum Provinsi Keputauan Bangka Betitung merupakan satah satu

tembaga penyetenggara Pemitu di tingkat Provinsi yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak

maupun terkait dengan petaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan

Bawastu Provinsi diatur datam Undangan-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemitihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabi[itas Kinerja lnstansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, metaksanakan, mengukur dan

memantau kinerja serta metaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. yaitu metaporkan kepada

Badan Pengawas Pemitihan Umum Repubtik lndonesia yang tertuang datam Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKIP). Datam LKIP, Bawastu Provinsi Keputauan Bangka B€titung memberikan

penjetasan mengenai pencapaian kinerja Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung setama Tahun

Anggaran 2021. Capaian kiner.ia Tahun 2021 tersebut diukur metalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020

sebagai totak ukur dan gambaran tingkat keberhasitan pencapaian kinerja Bawastu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung seLama'l tahun.

,I.2 
MANDAT

Badan Pengawas Pemitihan Umum Provinsi atau Bawaslu Provinsi dibentuk berdasarkan

perintah Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2011 tentang Penyetenggara Pemitihan Umum. Sebetumnya

Bawastu Provinsi merupakan tembaga adroc

Kewenangan utama Pengawas Pemitu adatah mengawasi petaksanaan tahapan Pemitu,

menerima pengaduan serta menanganai kasus-kasus petanggaran administrasi, pidana Pemilu,

Sengketa Pemitu dan kode etik.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawastu saat ini meru.,uk pada Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemitihan Umum.

I.3.I KEOUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawastu, Bawastu Provinsi, dan Bawastu Kabupaten/Kota

adatah tembaga Peoyetenggara Pemilu yang bersifat tetap.

I

"t.3.2

1.1 LATAR BELAKANG

TUGAS

Pada pasal 97 menyebutkan tugas Bawastu Provinsi meliputi:

a. Metakukan pencegahan dan penindakan di witayah provinsi terhadap:

1) Petanggaran Pemitu; dan



2) Sengketa proses pemitu

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyetenggaraan Pemitu di witayah provinsi, yang

terdiri atas:

'l) Petaksanaan verifakasi partai potitik calon peserta pemitu;

2) Pemutakhiran data pemitih, penetapan daftar pemitih sementara dan daftar pemitih

tetap;

3) Pencatonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota

DPRD Provinsi;

4) Penetapan calon anggota 0P0 dan caton anggota DPRo provinst,

5) Petaksanaan kampanye dan dana kampanye;

6) Pengadaan togistik pemitu dan pendistribusiannya:

7) Petaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasit pemitu;

8) Penghitungan suara di witayah ker.janya;

9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil

penghitungan suara dariTPS sampai PPK;

'10) Rekapitutasi suara dari semua kabupaten/kota yang ditakukan oleh KPU provinsi;

l'l) Petaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemitu lanjutan, dan

pemitu susulan; dan

12) Penetapan hasit Pemitu anggota DPRD provinsi:

c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di witayah provinsi;

d. Mengawasi netralitas semua pihak yang ditarang ikut serta datam kegiatan kampanye

sebagaimana diatur datam Undang-undang;

e. Mengawasi petaksanaan putusan/keputusan di witayah provinsi, yang terdiri atas:

1) Putusan DKPP;

2) Putusan pengaditan mengenai petanggaran dan s€ngketa pemiLu:

3) Putusan/keputusan Bawastu. Bawastu Provinsi, dan Bawastu Kabupaten/kota;

4) Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota,

5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang

ditarang ikut serta datam kegiatan kampanye sebagaimana diatur datam undang-

undang;

f. Menge[ota, memetihara, dan merawat arsip serta metaksanakan penyusutannya

berdasarkan jadwat retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. Mengawasi petaksanaan sosiaLisasi Penyetenggaraan Pemitu di witayah provinsi;

h. Mengevatuasi pengawasan pemi(u di witayah provinsi: dan

i. Metaksanakan tugas taan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WEWENANG

Adapun wewenang Bawastu Provinsi antara Lain;

a. Menerima dan menindaktanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan petanggaran

terhadap petaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemitu;

2

'Wewenang Bawastu Provinsi tercantum pada Pasat 99 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017'



"l.3.lr

b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemitu di witayah provinsi serta

merekomendasikan hasit pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang

diatur dalam undang-undang;

c. Menerima. memeriksa, memediasi atau mengad.iudikasi, dan memutus penyetesaian

sengketa proses pemitu diwitayah provinsi:

d. Merekomendasikan hasit pengawasan di witayah provinsi terhadap petanggaran

netratitas semua pihak yang ditarang ikut serta datam kegiatan kampanye sebagaimana

diatur datam undang-undang;

e. Mengambit atih sementara tugas. wewenang, dan kewajiban bawastu Kabupaten/Kota

setetah mendapatkan pertimbangan bawastu apabila bawastu Kabupaten/Kota

berhatangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat tainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan:

f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka

pencegahan dan penindakan petanggaran pemilu dan sengketa proses pemitu di witayah

provinsi;

g. Mengoreksi rekomendasi Bawastu Kabupaten/Kota setetah mendapatkan pertimbangan

Bawastu apabita terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

h. Metaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN

a. bersikap adit datam menjalankan tugas wewenangnya;

b. metakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas

Pemitu pada tingkatan di bawahnya;

c. menyampaikan laporan hasit pengawasan kepada Bawastu sesuai dengan tahapan

Pemitu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawastu berkaitan dengan dugaan

petanggaran yang ditakukan oteh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya

penyelenggaraan tahapan Pemitu di tingkat provinsi:

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang

dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan

f. metaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

I.4 SDM DAN STRUK]UR ORGANISASI

I.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Datam Peraturan Badan Pengawas Pemitu Nomor 7 Tahun 2019 tentang 0rganisasi dan

Tata Kerja S€kretariat Jenderat Badan Pengawas Pemitihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemitihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemitihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemitihan Umum Kecamatan, Bawaslu

3

Kewajiban Bawastu Provinsi tercantum dalam Pasat 100

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:



Provinsi Keputauan Bangka Belitung masuk ke dalam Bawastu Provinsi Ketas B yang

mewadahi beban kerja yang kecit, karena terdiri dari 7 kabupaten/kota.

Gambar 1.'1. Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Prov. Kep. Babet

Dalam metaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka

Betitung didukung sebanyak 53 orang SDM terdiri dari Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai

dari unsur PNS, unsur pegawai Non PNS dan tenaga pendukung.

.1.4.2 
STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 
.l.2. 

Struktur Bawaslu Prov. Kep. Babet

STNUil:TUR ORGATIISISI

A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Belitung

Anggota Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung berjumlah 5 (tima) orang terdiri atas

seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan

Bawaslu Provinsi adatah 5 (tima) tahun terhitung sejak pengambitan sumpah/janji keanggotaan

Bawaslu Provinsi.

B. Kepata Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung dipimpin oteh seorang Kepata

Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional

kepada Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung serta koordinasi dengan pemerintah

daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris

4
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Jenderal Bawastu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawastu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung.

Anggota dan Kepata Sekretariat
Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemitu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderat Badan Pengawas Pemitihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemitihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemitihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemitihan Umum Kecamatan, Bawastu Provinsi Keputauan

Bangka Betitung terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

TANTANGAN DAN ISU YANG BERKEMBANG

Pengawasan pemilu memitiki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang

menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemituan datam memetakan kerawanan petaksanaan

Pemitu dan Pemitihan serentak tahun 2024 yaitu antara lain:

- Masih adanya wabah pandemi Covid-l9,

Situasi pandemi Covid-l9 yang belum berakhir memang menyebabkan tiap orang

menyesuaikan diri dengan keadaan. Namun, Komisi ll DPR, pemerintah dan penyetenggaraan

pemitu sepakat bahwa semua aspek kehidupan harus berjatan, termasuk Pitkada.

- Tahapan Petaksanaan Pemitu Serentak Tahun 2024

fi.q>
f,\

\,
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Pemerintah sudah menetapkan bahwa Pemitu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024

sementara Pitkada akan ditaksanakan pada 2? November 2024. Tahapan pemitu 2024

setidaknya akan dimulai pada Juni 2021. Ditengah pandemic yang masih dihadapi, dan even

pertama pemitu dan pitkada dilaksanakan serentak merupakan tantangan baru yang dihadapi

oleh Pengawas Pemitu. Banyak hat yang harus dipersiapkan mutai dari kesiapan jajaran

sekretariat sampai dengan mentat, fisik, dan pemahaman pengawas pemitu datam metakukan

pengawasan pemilu serentak nantinya.

Kerawanan Pemitu yang meningkat.

Menjelang petaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemitu mendapati

kerawanan pitkada di 270 daerah yang menyetenggarakan pemitihan berada pada tatik rawan

tingga dan rawan sedang. Tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah,

berdasarkan hasil analisis Bawaslu. peningkatan jumtah daerah dengan kerawanan tinggi

disebabkan beberapa faktor. Di antara penyebabnya ada[ah kondisi pandemi Covid-l9 yang

tidak metandai, proses pemutakhiran daftar pemitih yang betum komprehensif, penangkatan

penyalahgunaan bantuan sosial, serta penggunaan teknotogi informasi yang meningkat tanpa

disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemitihan.
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BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRA]EGIS 2020_2024

Datam Peraturan Bawastu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan

Pengawas Pemitihan Umum Tahun 2O2O - 2OZlt, Bawastu memitiki Visi yang menunjukkan lati

diri dan fungsi Bawastu dalam menyelenggarakan Pemitu, yaitu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawastu menyusun Misi yang akan ditaksanakan oteh

seturuh satuan kerja setama periode 2020 - 2024. Adapun Misi Bawastu adatah:
'1. Meningkatkan kuatitas pencegahan dan pengawasan pemitu yang inovatif serta

kepe{oporan masyarakat datam pengawasan partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas penindakan petanggaran dan penyetesaian sengketa proses pemitu

yang progresif. cepat dan sederhana;

3. M€ningkatkan kuatitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

4. Memperkuat sistem teknotogi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan,

penindakan sert8 penyelesaian sengketa pemitu terintegrasi, efektif, transparan dan

aksesibet;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SoM pengawas serta aparatur Sekretariat di

seturuh jenjang ketembagaan pengawas pemitu, melatui penerapan tata keloLa organisasi

yang profesional dan berbasis teknotogi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan

yang baik dan bersih.

2.'I.2 TUJUAN DAN SASARAN SIRAIEGIS

Datam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawastu maka dirumuskan ke datam

bentuk yang tebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan

imptementasi dari pernyataan misi yang akan ditaksanakan datam jangka waktu 5 (tima)

tahun. Tu.,uan utama Bawastu datam jangka waktu 5 (tima) tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemitu, memperkuat

peran serta masyarakat datam pengawasan pemilu partisipatif:

2. Meningkatkan kuatitas dan efektifitas kegiatan penindakan petanggaran pemil.u dan

penyetesaian sengketa proses pemitu:

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang

berkuatitas:

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknotogi informasi yang terintegrasi,

"Mcnjodl LGmbogo P"ngowo3 Pemllu yong Terp.rcoyo"

Bawastu sebagai lembaga Pengawas Pemitu untuk menghasitkan Pemitu yang demokratis,

berkuaLitas dan bermaftabat yaitu Pemitu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel,

kredibet, dan partisipatif serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. oteh karena itu, pertu

disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai metatui pelaksanaan

kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansif dan kegiatan pendukung yang bersifat fasititasi.

2.1.t VtSt DAN MtSl
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ef ektif, transparan dan aksesibe[;

5. Meningkatkan kuatitas SDM dan tata ketota organisasi secara profesionat dan sesuai

dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Setain itu pertu disusun sasaran strategis yang berdasarkan hasit identifikasi potensi dan

permasalahan yang dihadapi oteh penyelenggara pemitu. Adapun sasaran strategis

Bawastu yang akan dicapai pada Tahun 2020-2024 adatah:

l. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan

pemilu. serta peran serta masyarakat datam pengawasan pemitu partisipatif;

2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemitu dan penyetesaian sengketa

Proses Pemitu;

3. Terwujudnya kajian dan produk hokum serta layanan bantuan hokum yang

berkuatitas:

4. Terbangunnya sistem teknotogi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dak

aksesibet;

5. Meningkatnya kuatitas S014 dan tata ketota organisasi yang professionat dan sesuai

dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 PRIORTTAS NASIONAL TAHUN 202'I

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawastu) memiliki mandat untuk mengawasi proses

penyetenggaraan Pemitu dan Pitkada. Penyetenggaraan pengawasan Pemilu dan Pitkada membutuhkan

dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan metibatkan segenap kelompok masyarakat

untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi po(itik merupakan

wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental datam proses demokrasi.

PeLaksanaan program SKPP ini menjadi bagian dari komitmen bawastu datam meningkatkan

ketertibatan masyarakat datam pengawasan partisipatif. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemilu tetap menjadi fokus dan perhatian bawastu di masa mendatang. Hal ini

dikarenakan keberhasitan dan kesuksesan penyetenggaraan pemitu/pemitihan bukan hanya diukur dan

keberhasilan penyetenggara saja melainkan adanya peran aktif masyarakat datam setiap tahapan

penyetenggaraanya.

Tahun 2021 ini menjadi momen bagi penyelenggara pemitu tanpa penyetenggaraan tahapan

pemitu/pemitihan, namun bawastu dalam hat ini tidak berdiam diri metainkan metakukan berbagai

inovasi, gagasan, dan kreatifatas datam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat datam

pengawasan pemil.u. Masih banyak persoalannya dugaan petanggaran dan kecurangan pemilu

melatarbetakangi Bawastu tetap mempertahankan eksistensi program Sekotah Kader Pengawas

Partisipatif (SKPP).

SKPP adatah sebuah gerakan bersama antara Bawastu dan masyarakat untuk menciptakan dan

mewujudkan penyetenggaraan pemitu/pemitihan yang jujur, adit, dan berintegritas. Berkenaan dengan

hal tersebut bawastu tiada henti memberikan edukasi kepada masyarakat untuk metakukan transter

pengetahuan dan keterampiLan pengawasan pemilu.

Setan.iutnya metaLui program SKPP ini dapat mendorong peningkatan pengawasan partisipatif

yang dibangun atas dasar kesadaran, kerelawan, dan panggitan hati nurani untuk ikut berperan

mewujudkan pemitu/pemalihan yang berkualitas.

Pelaksanaan Sekotah Kader Pengawas Partisipatif Bawastu Provinsi Keputauan Bangka

Betitung kembati ditaksanakan pada tahun 2021 yang diawati dengan proses pendaftaran pada tanggal

24 s.d 28 Mei 2021 hingga petaksanaan pembelajaran SKPP secara turing yaitu pada tanggat 24 s.d 26



)uni 2021. Secara konsep terdapat perbedaan teknis petaksanaan SKPP antara tahun 202'l dengan

tahun sebelumnnya, dimana pada tahun yang tatu SKPP Bawastu Provinsi dilaksanakan dengan metode

daring sedangkan pada tahun ini ditaksanakan secara luring dan berjenjang dimutai dari tingkat dasar

sampai dengan tingkat tanjut. Setain itu juga secara metode dan matriks kurikutum pembetajaran juga

berbeda dari tahun sebetumnya, hat ini dikarenakan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap

kurikulum pembetajaran SKPP dari tahun ke tahun sebagai bagian dari evatuasi dan perbaikan

terhadap peningkatan kualitas kader/atumni SKPP.

Petaksanaan SKPP ditaksanakan secara berjenjang sesuai d€ngan tingkatkatannya yang

meliputi :

2.2.1 SKPP Tingkat oasar

Pada peLaksanaan SKPP Tingkat Dasar, Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung tetah

mencetak dan melahirkan 86 (detapan putuh enam) orang kader SKPP Tingkat Dasar dari 5

Kabupaten/Kota di Putau Bangka. Secara umum pelaksanaan program SKPP dapat ditaksanakan

dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan k€giatan serta internatisasi nitai-nilai pengawasan

partisipatif juga dapat diaktuatisasikan dengan baik.

Hasit evaluasi petaksanaan SKPP, mempertihatkan bshwa terjadinya peningkatkan terhadap

pemahaman peserta terkait dengan wawasan kepemituan antara sebetum pembetajaran pasca

petaksanaan pembetajaran sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2.1. Hasit Pre Test dan Post Test SKPP Tingkat Dasar

NIIAI RATA.RATA PRE TEST DAN POST TEST

SXPP TINGKAT DASAR TAHUN 2021

Pre Test Post Test

-seriesl(Sumber: Data Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung,202l)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata post test peserta SKPP adatah

sebesar 73,60 artinya terdapat kenaikan nilai rata-rata peserta sebesar 10,35%. Ha[ ini kemudian

mempertihatkan bahwa adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang tetah

disampaikan. Pertu diketahui bahwa, semakin tingginya pemahaman masyarakat terkait dengan

kepemiLuan, maka berbagai potensi kecurangan dan dugaan petanggaran pada setiap tahapan

penyetenggaraan pemitu/pemitihan dapat cegah dan ditaporkan kepada pengawas pemitu sebagai

wu.jud partisipasi masyarakat datam petaksanaan pemilu/pemitihan.

2.2.2 SKPP Tingkat Menengah

Setetah petaksanaan SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka

Betitung metaksanakan pembeta.laran SKPP Tingkat Menengah. Petaksanaan pada tingkat

menengah ini merupakan keberlanjutan dari petaksanaan SKPP Tingkat Dasar, hanya sala

perbedaannya tertetak pada materi pembelajaran yang tebih mendatam dan jumtah pesertanya

mengerucut men.iadi 25 orang sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oteh Bawaslu. Adapun

peserta yang mengikuti petaksanaan pembela.iaran SKPP Tingkat Menengah ini adatah 5 orang

peserta lutusan terbaik pada SKPP Tingkat Dasar yang ada di Bawastu Kabupaten/Kota
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NII.AI RATA.RATA PRE TEST DAN POST TEST

SKPP TINGKAT MENENGAH TAHUN 2021

Pre Test Post Test

-Seriesl
(Sumber: oata Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung.2021)

Hasil evatuasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa nitai-nitai rata peserta SKPP Tingkat

Menengah adatah sebesar 68.57, artinya bahwa adanya peningkatan nitai rata-rata pasca

petaksanaan pre test. Kenaikan tersebut berkisar antara1lt,52!o, peningkatan pemahaman tersebut

dikarenakan proses dan metode pembelajaran yang digunakan sangat tah efektif dan tepat

sasaran. Ha[ dikarenakan metode pembela.iaran yang digunakan adalah pendekatan andragogi,

dimana pota pendekatan ini men.iadi media sangat efektif datam metakukan proses pembetajaran

sehingga proses transfer pengetahuan dan keterampitan pengawasan pemitu menjadi tebih mudah

dipahami oteh para peserta.

2.2.3 SKPP Tingkat Lanjut

Pasca pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah, Bawastu Repubtik lndonesia menyelenggarakan

kegiatan SKPP Tingkat Lanjut Tahun 2021 yang terdiri dari peserta terbaik pada SKPP Tingkat

Menengah yang tetah dilaksanakan oteh Bawastu Provinsi Se lndonesia. Pada pelaksanaan SKPP

tahun ini sedikit berbeda dengan SKPP sebetumnya, perbedaan tersebut tertetak dari teknis

pelaksanaannya dimana pada tahun 2020 yang tatu pelaksanaan SKPP itu hanya ditaksanakan

dengan konsep SKPP Daring dan ditanjutkan dengan SKPP Tingkat Nasionat, sedangkan pada

tahun 2021 pelaksanaan SKPP ditaksanakan secara berjenjeng yaitu tingkat dasar, tingkat

menengah, dan tingkat tanjut serta menggunakan metode pembetajaran secara tatap muka atau

turing.

Pelaksanaan SKPP Tingkat Lanjut ini terbagi menjada 2 getombang yaitu getombang 1

dilaksanakan pada tanggat 6 s.d 12 November 2021 dan getombang ke 2 diLaksanakan pada tanggat

l3 s.d'19 November 2021 dengan rincian sebagai berikut:
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berdasarkan penitaian betajar dan ditetapkan metatui Rapat Pleno Ketua serta Anggota Bawastu

Kabupaten/Kota.

Setama mengikuti pembelajaran peserta yang hadir ber.iumtah 25 orang. Peserta diberikan

tugas yang dikumputkan pada hari berikutnya dan peserta di wajib untuk mempresentasi hasil

tugas masing-masing baik itu individu maupun ketompok. Setain itu setetah ditakukan proses

pembelajaran, fasititator akan metakukan evaluasi terhadap seturuh peserta SKPP.

Pasca petaksanaan pembela.iaran, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung metakukan

evatuasi untuk metihat dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi

pembetajaran yang tetah disampaikan oteh narasumber dan fasititator. Teknis evatuasi ditakukan

dengan menggunakan metode pre test dan post test dengan metalui media yang telah disediakan.

Pelaksanaan Pre Test dan Post ditakukan sebelum dan sesudah pembetajaran dimutai dengan

jumtah 35 soat yang tetah dibuat oteh tim Panitia Pembelajaran SKPP Tingkat Menengah. Adapun

hasit nitai rata - rata Pre Test dan Post Test SKPP tingkat menengah adatah sebagai berikut :

Grafik 2.2. Hasit Pre Test dan Post Test SKPP Tingkat Menengah



Tabet 2.1. Jadwat pelaksanaan SKPP Tingkat Lanjut Tahun 2021

No. Jadwat Pelaksanaan
Jumtah
Provinsi

Jumlah Peserta

1 Gelombang I

(6 s.d 12 November 2021)

15 102

2 Getombang 2

(13 s.d 19 November 202])

'19 102

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung,2021)

Setanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan persyaratan dan jumtah atokasi

peserta dari Bawaslu Repubtik lndonesia, Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

menetapkan 3 (tiga) orang peserta yang akan mengikuti SKPP Tingkat Lanjut Tahun 2021. Proses

pembelajaran SKPP Tingkat Lanjut diikuti oteh peserta setama 7 (tujuh) hari di Chevitty Resot and

Camp, Bogor Jawa Barat.

Pasca pelaksanaan pembelajaran, peserta SKPP Tingkat Lanjut Tahun 2021 tetah membuat

rencana tindak tanjut berupa karya tutis yang dibuat secara individu dan dipresentasikan di

hadapan para tim penguji Bawastu Repubtik lndonesia dan Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka

Betitung.

Terhadap karya tutis peserta SKPP akan diaktuatisasikan sebagai bagian dari tindak lanjut

peserta pasca petaksanaan kegiatan pembetajaran. Rencana tindak lanjut tersebut kemudian

dilaksanakan sebagai wujud nyata bagi para kader/atumni untuk memperkuat dan meningkatkan

keterLibatan masyarakat datam pengawasan partisipatif. Peran kader/atumni yang berasa[ dari

generasi mil.eniat menjadi sebuah keharusan di era seperti sekarang ini, hat ini dikarenakan

generasi mitenial mempunyai semangat dan harapan baru untuk meningkatkan kualitas demokrasi

bangsa yang diwujudkan metatui penyetenggaraan pemilu/pemitihan yang jujur, adit, dan

berintegritas.

2.3 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELIruNG TAHUN 2021

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke

dalam sasaran yang tebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan

dihasitkan dalam kurun waktu 5 (tima) tahun secara tahunan melatui serangkaian program dan

kegiatan.

Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana

Kerja (Perfomance P/an). Penetapan sasaran strategis ini dipertukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan program, kegiatan dan atokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Berikut ini rincian kegiatan pada masing-masing indikator :

TabeL 2-2-

Rencana Kerja Anggaran Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung Tahun 2021

Adapun rencana kerja tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung sebagai berikut

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPLT

KODE
Program/ Kegiatan/ KRO/ lndikator KRO/ R0/

Komponen lnput
Vot Satuan

ll5.c0 PROGRAM PE}.{YE LENGGARAAN PEMI LU DAL.AM PROSES KONSOLI DASI
DEMOKRASI

5245 TEKNIS PEI.IYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/XOTA SERTA LEMBAGA
PENGAWAS PEMILU AD-HOC
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BAH Petayanan Pubtik Lainnya

lndikator KRO
0'l Persentase Pengetotaan Administrasi dan Manajemen

*fgm1gqlan Petanggaran dan Penyel.esaian Sengketa Proses
r00

001 Layanan

051 Pembinaan/Petaksanaan Penanganan dan Penindakan
Petanggaran

L Laporan

052 Pembinaan/Pelaksanaan Penyetesaian Sengketa
_PsnL[u1P,e_nLlrherr

Laporan

053 Fasilitasi Laporan
Layanan

051 Pembinaan/Petaksanaan Penanganan dan Penindakan
Pelelggefqn

2 Laporan

052 Pembinaan/Petaksanaan Penyetesaian Sengketa
Pemil.u/Pemil.ihan

2 Laporan

BKC Pemantauan Lembaga 50 Laporan

lndikator KRO
0l Persentase Penyetenggaraan Pengawasan Pemil.u oteh Bawasl.u

Provinsi dan Kabupaten/Kota
100

02 0

Teknis penyetenggaraan pengawasan Pemitu Bawastu Provinsi Laporan

Komponen lnput
05t Penqawasan Pemitu Partisipatif

Pembinaan/Penyetenggaraan Pengawasan dan Supervisi
Pengawasan Pemil.u/PemiLihan

1 Laporan
052 1 Laporan

053 Koordinasi Pengawasan Tahapan PemiLu/Pemil.ihan 0 Laporan
054 Fasititasi, Koordinasi, dan Petaporan Bawastu Provinsi I Laporan

055 Evatuasi Pengawasan Pemitu/Pemil.ihan I Laporan

002 Teknis penyetenggaraan pengawasan Pemitu Bawastu Kabupaten/(ota 't4 Laporan

Komponen lnput:
051 Pengawasan Pemitu Partisipatif 7 Laporan
052 Pembinaan,/Penyeten ggaraan Pengawasan dan Supervisi

Penqawasan Pemitu/Pemil.ihan
0 Laporan

053 Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemil.u/Pemil.ihan 0 Laporan
054 FasiLitasi, Koordinasi, dan Petaporan Bawastu Kabupaten/Kota 7 Laporan

055 Evatuasi Pengawasan Pemitu/Pemil.ihan 0 Laporan
Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/kota I m Laporan

Komponen lnput
05r Honorarium Pengawas Pemll.ihan Kepata Daerah 1 Laporan
052 Honorari um Kesekretariatan 1 LaDoran
054 Honorarium Penqetota Keuangan 1 Laporan
055 Perencanaan Program dan Anggaran I Laporan
056 Sewa Gedung/ Meubetair/ Peratatan Kantor 1 Laporan
058 Pemetiharaan Gedunq/ Meubel.air/ Peratatan Kantor

,l
Laporan

060 Petayanan Administrasi Perkantoran 1 Laporan
069 Rapat Kerla/Rapat Koordinasi/Rapat Keria Teknis Penqawasan 1 Laporan
070 Koordinasi denqan Stakehotder 1 LaDoran
071 Perjatanan Dinas/ Transport datam rangka Konsuttasi/

Undangan/ Pengawasan/ Fasititasi Pendampingan Hukum/
Supervisi/ Panqqitan Sidanq Kode Etik

,l
Laporan

't02 Laooran
Komponen lnput
051 Honorarium Penqawas Pemitihan Kepata Daerah 1 Laporan
052 Honorarium Kesekretariatan 1 Laporan
054 Honorarium Pengetota Keuangan 1 Laporan
055 Perencanaan Program dan Anggaran I Laporan
059 Pemetiharaan/ BBM Kendaraan 0peraslonaI I Laporan
060 I Laporan

2 Layanan

Administrasi Perkantoran

t2

Administrasi dan

2

0
002 Pengetotaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Petanggaran dan

Penyetesaiaan Senqketa Proses Bawastu Kabuoaten/l(ota

Persentase Pengawasan Penyetenggaraan Pemil,ihan Kepal.a
Daerah

t0l



071 Perjatanan Dinas/Transport datam rangka Konsul.tasi/
Undangan/ Pengawasan/ Fasil,itasi Pendampingan Hukum/

I,an Sid Kode Etik

Laporan

103 8

I
I

La npoi-a

La
l_
I

_l
I
1

*-Lepemn -

-Lap,-o.ren .

, l=apg.fgn

,_l=ep_o-Jpfi
Laporan

.*Lpp-orgo-Eens9rry-e=l1eilklqg-lge1tak;-!(q!upe!c!Aoje-3*"-*-**-

Perjatanan Dinas/Transport datam rangka Konsuttasi/
Undangan/ Pengawasan/ Fasil.itasi Pendampingan Hukum/
Supervisi/ Panggitan Sidang Kode Etik

Honorarium Kesekretariatan

Koqld! nqs! dengqn S!a!q!ot{g1

Kantor

Honorarium

Honorari
Sewa G

Administrasi Perkantoran

Laooran Penoawasan Pitkada Serentak - Kabupaten/l(ota 4 7 Laooran104

I

ran
I
I
l
I

" -_Lap_.g_p-1
Laporan

I
I

. lepp,tan-
Laporan

LavananEAB

Perjatanan Dinas/Transport datam rangka Konsul.tasi/
Undangan/ Pengawasan/ Fasititasi Pendampingan Hukum/

Honorarium Kesekretariatan

Honorarium an

Pemitihan Kepata Daerah051

071

052

060

053
054
055

Honorarium

Su nPan

Perencanaan ram dan An

Ketom Pengawasan

Administrasi Perkantoran

2

100

I Layanan001

5 Laporan
I Lavanan

14 Laporan

002

LayananEAC 2

100

I Layanan001

LaporanI
2 Laporan

Ba"wagtu ft,oyinsl

Persentase penyetesaian petayanan administrasi umum Bawastu

Pembinaan dan Pengetotaan Ketatausahaan dan Kearsipan

lndikator KRO

Rencana Keria dan Anqqaran

[eQgpe!_e-n1l_ole

BMN

Penyusunan051

0l

0l administrasi perencanaan

Ren qana Ke11q de!l,AlS$;g!:l

Pembinaan dan

Bawastu Provinsi
Provinsi dan

Layangn Umgm
lndikator KRO '

Bawastu Kabupaten/l(ota I Layanan002

Unit

La
oran14

14

2EAD

BMN

lntemaI
Ketatausahaan dan

051

05

80
I Unit001

Unit0

I
0 Unit

Unit

I Unit002

lndikator KRO
sarana sesuai kebutuhan

fasititas ntoran

lnput
Pen

dan komunikasiadaan pe ra n gta t p qqS 9_t9h -q_A!?

Bawastu Kabupaten/Xota

an kendaraan bermotor

Bawastu Provinsi
Persentase

0

0
0 Unit

--- -Uli!
Unit

Penqadaan peratatan fasititas perkantoran

del"e"e n -Fell!-o-!o-t*.ken
P data dan komunikasi

2 UnitEAE

80
I001 Unit

0 M2

Prasarana lnternal
lndikator KRO

Persentase na sesuai kebutuhan
Bawastu Provinsi

051 renovaSt gedutg {eqberygnpn __
Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan

.8"e-ns9np-

0

n
052

13

M2

I

Laooran

o52
054
056
060
0?0

071

Komoonen lnout.-
Laooran
Laooran

Komoonen lnout:
05r

Komoonen lnout:
051

052

Komoonen lnput.

0l

051

052

053

Komoonen lnput.
05r
052
053

Lavanan

01



UUI Bawaslu Kabupaten/

Laporan
Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gadung dan

Layanan Sarana lnternal
lndikator KRO

0t Pqrqqnlqlqpqqgq,{aqqgqaqa_!esu.{_te!,!tQ!e!

bermotor
data dan komunikasi

0

I

Laporan

EAD Unit

001

r00
I Unit

0
,l

Unit
Unit

0 Unit
Unit002 0

Unit
Unit
Unit

EAF Layanan SDM

lndikator KRO
0l Persentase penyetesaian petayanan SDM Bawastu Provinsi dan

Kabupaten/Xota

1004 0ranq

100

001 Bawastu Provinsi

Peebllqq!_S_D_[ lqlgawas dan Kesekretariatan
Bawastu Kabupaten/Xota

164 0ranq

164 0ranq
042 840 Oranq

Manaiemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan 840 0ranq
EAG Layanan Hukum

lndikator KRO
Persentase FasiLitasi Bi Hukum

Pe-!e!sse!:9! den Pidale
uk Hukum

Disemi
Layanan Hukum Bawastu Kabupaten/kota

051 Advokasi Peta ran dan Pidana Pemi
Layanan Kehumasan dan Protokol

I

100

I

Layanan

0

I
2

o0_2 0 Layanan

Laporan0

2EAI Layanan

lndikator KRO
Penqetotaan Kehumasan

Pengetotaan Kehumasan Bawastu

Pgngelotaan Kellumasan Bawaslu Kgpupaten/l(ota

Pen etotaan
Layanan Data dan lnformasi
lndikator KRO

Persentase Penqetotaan Data dan lnformasi

80

001 I

4

Lavanan

002

Laporan
1 --.lgJ-a.nan

-l.aP-qmn
Layanan

I

EAJ z

80 %

001 Pengetotaan Data

051 lotaan dan petavanan data dan informasi oubtik
Penqetotaan Data dan lnformasi Bawastu Kabupaten/Xota

Pengetotaan dan petayanan data dan informasipublik

I

1

Layanan

." -Lgp-plgn
Layanan002 1

14 Laporan

EAL Lavanan Monitorinq dan Evatuasi lntemat t0 Laporan

lndikator KRO

0i petaksanaan program Bawastu

Bawaptu Provinsi
Komponen lnput

100

300t ..!ppgr,an"

05r M Evatuasi dan Peta n Petaksanaan Proglq4
Bawastu

Evatuasi.051 Moni Petaksanaan m

3

7
Laporan

0a2 Laporan

7 --!ep"grer
Dokume

Unit

051 Pem renovast dan 0

dan Kinerja lntemal 8EAN

14

Komponen lnput;

052

Komponen lnput.
051

053 Penoadaan oeratatan fasititas oerkantoran

Komponen lnput:
0 )enoadaan kendaraan bermotor 0

Penoadaan oeran0kat oenootah data dan komunikasi 0

053 Penoadaan oeratatan fasi[itas oerkantoran 0

051

051

0l
00r

051 Laooran
052 Laooran

053 I aooran

0

05,| Penoelotaan Kehumasan. Pelioutan dan Dokumentasi

05

01

Komoonen lnout:
05t



n
lndikator KRO

01 Persentase penyetesaian petayanan administrasi keuangan
Bawastu Provinsi dan Kabupaten/Xota

100

001 Bawaslu Provinsi 1 Dokume
n

Kompgnen lnput
051 Pembinaan dan Pengetotaan Administrasi Keuangan 1 Dokume

n
002 Bawastu Kabupaten/l(ota 7 Dokume

n
(ogtponen lnput

051 Pengetotaan Administrasi Keuangan 7 Dokume
n

0Dc FesiLitasi dan Pembinaan Masyarakat I 0ranq
lndikatorKRO

0l Jumtah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan
Pel.atihan Pemi Pa f hasit

34 Daerah

001 Pengembangan
Hasit Pitoting

I Orang

Komponen lnput
05r Pengembangan Pusat Pendidikan dan Petatihan Pengawasan

Pemitu Hasil. Pil.otinq
I

lt5.wA PROGRAM
4352 PENGELOLAAN ADMINISIRASI KEUANGAN DAN ASET
EAA La;q4a4 Perkantoran 2 Layanan

lndikator KRO
01 Persentase penyelesaian petayanan dukungan operasional kerja

(pembayaran gaji, operasionaL dan pemel.iharaan perkantoran,
_g-q,$_q,ltlSSanan daya dan Jasa) yang tepat waktu

100

002 Bawaslu Provinsi I Layanan
Komponen lnput
001 Oaji Dan Tunjangan I Laporan
002 _Qp-efqejg3 g !-.{_qq P941 et 

i hara a n Ka n ro r ,|
Laporan

003 I Lavanan
1So_mpoqen lnput

001 Gaji Dan Tunjangan 7 Laporan
002 7 Laporandan Kantor

(Sumber : Bagian Administrasi, Tim Perencanaan, 2021)

Tabet 2.3-
Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung Tahun 202]

Kegiatan

Program Penyetenggaraan Pemitu
datam Proses KonsoIidasi
Demokrasi

lndikator Kinerja

lndeks Demokrasi lndonesia
(Aspek Hak-hak Potitik

Variabel Hak Memitih dan
DipiLih lndikator Hak Memitih
dan Dipitih Terhambat serta

Ketiadaan/Kekurangan
Fasilitas sehingga Penyandang

Disabititas Tidak Dapat
Menggunakan Hak Pitih)

lndeks Demokrasi lndonesia
(Aspek Lembaga Demokrasi
Variabel Pemilu yang Bebas
dan Adit lndikator Netratitas
Penyelenggara Pemilu dan

Kekurangan datam
Penghitungan Suara)

lndeks Kepatuhan Dalam
Penyusunan Produk Hukum

Rencana Kerja

Kutiah Pengawas Pemuta
Rapat Pembinaan Penyetenggaraan Pengawasan
Supervisi pengawasan pemil.u/pemitihan
Rapat evaluasi pengawas pemitu

Sosiatisasi pemitu partisipatif
Fasilitasi dan koordinasi

Rakor/raker/bimtek penanganan dan penindakan
pelanggaran pemilihan

Supervisi penanganan dan penindakan
pelanggaran pemil.ihan

Rakor/raker/bimtek/penyetesaian pem itu
pemitihan

Supervisi penyelesaian sengketa pemitu/pemilihan
Monitoring dan evatuasi pelaksanaan produk
hukum
Sosiatisasi produk hukum
Petiputan dan dokumentasi

Pelatihan peningkatan kapasitas kehumasan

Sosialisasi sistem informasi digitaLisasi data
kepemiluan
Pengetotaan kehumasan, peliputan dan
dokumentasi

Kual.if ikasi Keterbukaan
lnformasi Pubtik
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lndeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Etektronik (SPBE)

Pengetotaan PPID/Butetin

Sosiatisasi keterbukaan informasi ke Universitas

Nitai Evatuasi Reformasi
Eirokrasi

Penyusunan RKAKL/Tim TAPD Bawastu Provinsi

Perencanaan dan revisi anggaran

Sosiatisasi dan pembinaan pengetotaan BMN

--i

Rapat kerja teknis pembinaan pengetotaan

kapasitas SDM

Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan
IPencanangan dan pembangunan zona integritas

Monitoring dan evaluasi

Rapat kerja peningkatan kapasitas SDM datam
pengetotaan pertanggungjawaban keuangan
Pembayaran gaji dan tunjangan

Layanan opeasionat dan pemetiharaan kantor

Verif ikasi dan perbendaharaan

Penyusunan [aporan keuangan -r J

Meningkatnya ketepatan dan
kesesuaian kegiatan pencegahan dan
pengawasan pemitu, serta peran serta
masyarakat dalam pengawasan
pemitu partisipatif

Meningkatnya kuatitas penindakan
pelanggaran pemitu dan penyetesaian
sengketa proses pemitu

Terwujudnya kajian dan produk
hukum serta layanan bantuan hukum
yang berkuatitas
Terbangunnya sistem teknotogi
inf ormasi yang terintegriasi, efektif,
transparan dan aksesibel
Meningkatnya kuatitas SDM dan tata
ketota organisasi yang professional
dan sesuai dengan prinsip tata
pemerintahan yang baik, bersih dan
modern

lndeks Oemokrasi lndonesia (Aspek Hak-hak
Potitik Variabet Hak Memitih dan Dipitih
lndikator Hak Memitih dan Dipitih Terhambat
serta Ketiadaan/Kekurangan Fasititas sehingga
Penyandang Disabilitas Tidak Dapat
Menggunakan Hak Pitih)
lndeks Demokrasi lndonesia (Aspek Lembaga
Demokrasi Variabet Pemilu yang Bebas dan Adi[
lndikator Netratitas Penyetenggara Pemilu dan
Kekurangan datam Penghitungan Suara)
lndeks Kepatuhan Da[am Penyusunan Produk
Hukum
Kuatifikasi keterbukaan informasi pubIik
lndeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Etektronik (SPBE)

Nitai Evatuasi Reformasi Birokrasi

76,25

Sedang

lnformatif
1,9 (sukup)

100

65

Program Penyetenggaraan Pemitu datam Proses Konsotidasi
Demokrasi

Rp. 9.116.440.000

(Sumber:Perjanjian Kinerja Ketua Bawastu Provinsi Kepu[auan Bangka Be[itung, Revisi
Agustus 2021)

t6

Survey kepuasan masyarakat

(Sumber : Bagian Administrasi, Tim Perencanaan, 2021)

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adatah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang tebih rendah untuk metaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja BawasLu Rl

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawastu. lndikator kinerja yang tertera pada Perjanjian

Kinerja merupakan lndikator Kinerja Utama (lKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawastu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung Tahun 2021 adatah sebagai berikut:

Tabet 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja Kegiatan Target 2020No
't

2.

h

3.

5.

KEGI,ATAITI ANGGARANNO

1.



2.5 RENCANA AKSI BAWASLU PROVINS] KEPULAUAN BANGK.A BELIruNG TAHUN 202'I

Untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Bawastu serta tercapainya target datam perjanjian

kinerja, Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung sudah memetakan rencana aksi yang akan

dilakukan datam satu tahun sepanjang tahun 2021. Adapun rencana aksi Bawaslu Provinsi Keputauan

Bangka BeLitung Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut:

Tabet 2,5. Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

lndikator Kinerja Rencana Aksi T1 4 TW2 TW3 TW4
Pagu Anggaran

(Rp)

lndeks Demokrasi
lndonesia (Aspek Hak-

hak PoLitik Variabet Hak
Memitih dan DipiLih

lndikator Hak Memitih
dan Dipitih Terhambat

serta
Ketiadaan/Kekurangan

Fasititas sehingga
Penyandang Disabititas

Iidek Dapat
Menggunakan Hak Pitih)

lndeks Demokrasi
lndonesia (Aspek
Lembaga Demokrasi
Variabe[ Pemitu yang
Bebas dan Adit lndikator
Netratitas Penyetenggara
Pemitu dan Kekurangan
datam Penghitungan
Suara)
lndeks Kepatuhan Datam
Penyusunan Produk
Hukum

Kuatif ikasi keterbukaan
informasi pubtik

lndeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Etektronik (SPBE)

Nitai Evatuasi Reformasi
Birokrasi

Kutiah Pengawas Pemuta
Repat Pembinaan Penyetenggaraan
Pengawasan
Supervisi pengawasan pemitu/pemitihan
Rapat evatuasi pengawas pemitu
Sosiatisasi pemitu partisipatif
Fesititesi dan koordinasi

Rakor/raker/bimtek penanganan dan
penindakan petanggaran pemitihan

Supervisi penanganan dan penindakan
pelanggaran pemitihan
Rakor/raker/bimtek/penyetesa ian pem ilu
pemitihan

Supervisi penyetesaian sengketa
pemitu/pemitihan

Monitoring dan evatuasi petaksanaan produk
hukum
Sosiatisasi produk hukum

Petiputan dan dokumentasi

Petatihan peningkat6n kapasitas kehumasan

Sosiatisasi sistem informasi digitatisasi data
kepemituan
Pengetotaan kehumasan, petiputan dan
dokumentasi
Pengel.otaan PPI D/BuLetin

Sosiatisasi keterbukaan informasi ke
Universitas
Survey kepuasan masyarakat
Penyusunan RKAKL/Tim TAPO Bawastu
Provinsi
Perencanaan dan revisi anggaran

Sosiatisasi dan pembinaan pengetotaan BMN

Rapat kerja teknis pembinaan pengetotaan
ketatusahaan dan kearsipan
Rapat/raker/bimtek pembinaan dan
peningkatan kapasitas SDM
Pembinaan SDM pengawas dan
kesekretariatan
Pencanangan dan pembangunan zona
integritas
Monitoring dan evatuasi

Rapat kerja peningkatan kapasitas SDM
datam pengetotaan pertanggungjawaban
keuangan
Pembayaran gaji dan tunjangan

Layanan opeasionaI dan pemetiharaan
kantor
Verif ikasi dan perbendaharaan

Penyusunan taporan keuangan

///

r.206.235.000

209 850.000

110 6'10 000

111.065.000

'125.010.000

7.403.670.000

(Sumber : Ba gian Adm in istrasi. Tim Perenca na an, 2021)
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3,1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kiner]a Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung pada tahun 2020 merupakan bagaan awal

dari proses untuk mencapai sasaran Rencana Strategts 2020 - 2024. Pengukuran tingkat capatan

kinerja Badan Pengawas Prlkada (Bawastu) Provtnsi Keputauan Bangka Belitung pada tahun

sebetumnya dengan cara membandtngkan antara rencana kinerp (performance plar) yang tetah

ditetapkan dengan reaLisasi yang telah dicapai (performance resull). Perbedaan antara yang diperoteh

merupakan rndikasi keberhasitan atau ketidakberhasitan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasrtan sasaran rnerupakan upaya untuk melakukan penrngkatan

atau perbaikan yang dipertukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawastu sebagai lembaga

pengawaI terpercaya datam penyetenggaraan Pemitu demokratis, bermartabat dan berkuaLitas.

Bawastu Provinsr Keputauan Bangka Belitung secara umum dapat mencapai target ktnerja

sebagaimana tetah drtetapkan pada tahun 2021. Adapun cara mengukuT capaian kinerja Tahun 2021

untuk indikator 1 dan indikator 2 yang berkaitan dengan lDl, ditakukan dengan membandingkan hasrt lDl

2020 dan lDl2021 sehrngga akan terlrhat ketercapaian target. Adapun untuk mengukur indeks kepatuhan

datam penyusunan produk hukum diukur dengan cara mengikut hasit penitaian dari Bawastu, untuk

kuatifikasi keterbukaan informasr pubtik akan diukur dengan cara melakukan survey keterbukaan

informasi pubtik dan hasit penitaian dari Bawastu. Untuk mengukur terbangunnya sistem teknologi

rnformasi yang terintegrasi, etektif, transparan dan aksesibel akan diukur melatui penilaian yang

diperoteh dari Bawastu. Semeotara untuk mengukur kuatitas SDM dan tata keLola organrsasi yang

profesional dan sesuai dengan pnnsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern akan diukur

dengan hasiI penitaian reformasr birokrasi darl Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasr. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawastu Provrnsi Kepulauan Bangka Betitung

dapat diletaskan sebagai berikut:

Tabet 3.'1. Target Caparan Kinerla Tahun 2021

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan '16,25

dan pengawasan pemitu, serta peran serta masyarakat datam
pengawasn p€milu partisipatif
Meningkatnya kuatitas penindakan petanggaran pemitu dan 100
penyetesaian sengketa proses pemitu
Terrujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang bertuatitas

lndeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Sedang

Kual.itikasi keterbukaan informasi publik lnformatit

Terbangunnya sistem teknotogi informasi yang terintegrasi, 1,9 (Cukup)

efektif, transparan dan aksesibel
Meningkatnya Kuatitas SDM dan t6ta ketola organisasiyans 65
prof€ssional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang
baik, bersih dan modern

(Sumber: Perjanjian Kinerja Ketua Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung Tahun 2021)

Kelima sasaran kegratan tersebut menladi kebutuhan dan kewaliban yang harus dilakukan Bawaslu

Provrnsi Kepulauan Bangka Betitung sebagai tembaga yang harus menlaga kuatitas pengawasan untuk

meminimalisir dan memaksimatkan penanganan peLanggaran dan penyetesaian sengketa, serta sebagar

sebuah instansi pemerintah yang harus membenkan rnFormasi setuas-luasnya kepada masyarakat.
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Disamping pelaksanaan tugas sebagaimana amanat undang-undang, Bawastu Provinsi Keputauan Bangka

Betitung terus metakukan reformasi birokrasi.

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung Tahun

2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Bawaslu Provinsi

Provinsi Keputauan Bangka Betitung yang tetah dicapai maupun kegiatan yang betum berhasit/ tertaksana

pada periode/ tahun tersebut.

Tabet 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

lndikator Kinerla Target ReaIisasi Capaian

1.1. lndeks Demokrasi lndonesia

(Aspek Hak-hak Potitik

Variabet Hak memitih dan

dipitih lndikator Hak Memitih

dan dipitih terhambat serta

ketiadaan/kekurangan

fasititas sehingga

penyandang disabititas tidak

dapat menggunakan hak

pitih)

1.2. lndeks Demokrasi lndonesia

(Aspek Lembaga Demokrasi

Variabel Pemitu yang bebas

dan adit lndikator Netratitas

Penyetenggara Pemilu dan

Kekurangan datam

penghitungan suara)

1.3. lndeks Kepatuhan Dalam

penyusunan Produk Hukum

1.4. Kuatifikasi keterbukaan

informasi pubtik
,l.5. 

lndeks Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE)

1.6. Nitai Evaluasi Reformasi

Birokrasi

'16,25

N/A

(1012021 betum

diritis)

N/A

(lD12021 betum

diritis)

N/A

(lDl 2021 betum diritis

sehingga belum bisa

diukur)

N/A

(lDl 202'l betum diritis,

sehingga belum bisa

diukur)

'r00

Sedang Baik 150%

lnformatif lnfromatif 100%

'1,9 (Cukup) 1.95 (cukup) fiz,63%

68,60 105,53%

.lndeks Demokrasi lndonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak
memilih dan dipilih lndikator Hak Memilih dan dipilih terhambat
serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang
disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih)

65

I
Capaian lndeks Demokrasi lndonesia untuk aspek hak-hak potitik pada Tahun 2020 sebesar 67,85,

Sehingga betum diketahui apakah aspek hak-hak potitik pada tahun 2021 menurun atau naik dari tahun

2020.
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Tabet 3.3. Setisih Capaian Aspek Hak-Hak Potitik pada lDl 2020 dan l)l2021

Provinsi Capaian Aspek Hak-hak Potitik Target

tDt2020 rDt2021

Keputauan Bangka Betitung -5,51 N/A 76,25

(Sumber: lDl 2020 dan lDl 202'l)

Salah satu yang menjadi ukuran dari peningkatan/penurunan aspek hak-hak potitik ini adatah variabel

hak memitih dan dipitih terhambat. Datam perjanjian kinerja ini, yang menjadi ukuran dari variabel. hak

memitih dan dipitih terhambat terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator hak memitih dan dipitih terhambat,

dan indikator kejadian ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabititas tidak menggunakan

hak pitih.

Tabet 3.4. Capaian lndikator lndeks Demokrasi lndonesia (Aspek Hak-hak Potitik Variabet Hak
memitih dan dipitih lndikator Hak Memitih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan

fasititas sehingga penyandang disabititas tidak dapat menggunakan hak pitih)

Target Perkin Reatisasi lDl 2A2A Realisasi lDl 2021 Capaian Target Target Renstra

lDl2020 dan lDl202I)

Cara mengetahui capaian indikator ini ditakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

Reatisasi lDl2021
x i00

Capaian lndikator 1.1

Target Perkin 2021

N/A
x 100

76,25

= N/A

Untuk indikator indeks demokrasi lndonesia (aspek hak-hak potitik variabet hak memilih dan dipitih

indikator hak memitih dan dipitih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang

disabititas dapat menggunakan hak pitih ditargetkan mencapai 76,25 adapun realisasi lDl 2021 sebesar N/A

yang berarti bahwa target perkin tertampaui dengan capaian sebesar N/A. Namun capaian sebesar N/A

sesuai/belum tercapai dari target renstra. Hat ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut : X.

Adapun upaya yang dilakukan Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung untuk mendukung keberhasitan

indikator ini sebagai berikut:

Hak memilih dan dipitih sebagaimana dikutip datam lDl 2020 adatah hak setiap individu untuk secara

bebas memberikan suara datam pemilihan pejabat pubtik. Sedangkan hak dipitih adatah hak setiap individu

untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemi[ihan sebagai pejabat pubtik.

Hambatan hak memitih dan dipilih berupa money politics, ancaman datam pemberian suara, dan kecurangan

datam penghitungan suara. Capaian indikator hak memitih dan dipitih terhambat dapat ditihat pada tabel

berikut:

Tabet 3.5. Perbandingan Capaian Target lndikator pada Variabet Hak Memitih dan Dipitih

lndikator tDt2020 lDt 2021

Hak Memilih dan dipitih terhambat 94,80 N/A

(Sumber :lD|2020,|D|2021, dan Renstra Bawaslu Prov. Kep Bangka Betitung 2020-2024)
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Berdasarkan variabel dan indikator pada aspek hak-hak potitik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung telah metakukan berbagai upaya terhadap pemenuhan hak memitih dan dipitih di Provinsi

Keputauan Bangka Betitung. Meskipun di tengah non tahapan penyetenggaraan pemitu/pemitihan, Bawastu

Provinsi Keputauan Bangka betitung tetah melakukan berbagai inovasi dan capain kinerja yang tetah

ditakukan sepanjang tahun 2021 dalam rangka menjamin hak pitih dan potitik masyarakat. Adapun beberapa

cara yang ditakukan untuk mencapai target kinerja antara tain sebagai berikut:

a. Pemuktahiran Data Pemitih Berkelanjutan (DPB) sebagai bentuk pertindungan hak pitih

Datam rangka menjamin hak pitih masyarakat di Keputauan Bangka Betitung, Bawastu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung tetah metakukan berbagai upaya pencegahan sebagai bentuk pengawasan

terhadap pemutakhiran data pemilih. Sepanjang tahun 2021, jajaran Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka

Betitung tetah metakukan berbagai upaya pencegahan seperti membuat surat instruksi, surat himbauan,

saran perbaikan, rekomendasi, koordinasi, dan monitoring pengawasan dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 3.1. Rekapitutasi Upaya Pencegahan dalam Proses Pengawasan DPB Tahun 2021

REKAPITULASI UPAYA PENCEGAHAN
PENGAWASAN DPB TAHU N 2021
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(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka BeLitung, Tahun 2021)

Grafik diatas memperlihatkan bahwa jajaran Bawastu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

mengutamakan proses pencegahan datam petaksanaan pemutakhiran daftar pemilih hal ini tertihat dari

jumtah surat himbauan yang dikeluarkan adatah sebanyak 22 sural, rekomendasi sebanyak 9 surat,

saran perbaikan 8 surat dan seterusnya. Pertu diketahui bahwa meskipun kegiatan ini bukantah

bersifat non tahapan, namun jajaran pengawas pemitu tetap memaksimalkan kegiatan ini sebagai

bentuk kewajiban Bawastu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat

mewujudkan dan metahirkan data pemitih yang vatid, komprehensif, dan mutakhir menuju

penyetenggaran Pemitu/Pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.

Hasit pengawasan Bawastu Provinsi mempertihatkan bahwa jumtah pemitih di Keputauan Bangka

Betitung tahun 2021 adatah sebanyak 970.628 pemitih dengan rincian 494.5'11 pemitih taki-taki dan

1176.05'l pemitih perempuan dengan rincian sebagai berikut.

Tabet 3.6. Rekapitutasi Daftar Pemilih Berketanjutan Tahun 202

(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas, Bawastu Provinsi Kep. Bangka Betitung, Tahun 2021)

No. Nama Kab/Kota Jumtah Kec
Jumtah

Ket/Desa
Tahun 2020 Tahun 2021

1 Bangka 8 81 209.323 209.763

2 Pangkatpinang 7 42 138.016 138.430

3 Betitung 5 49 '125.831 129.161

lt Bangka Barat 6 66 13tt.414 134.35?

5 Bangka Tengah 6 63 '130.415

6 Bangka Setatan I 53 136.039 138.500

7 Betitung Timur 7 39 89.790 90.002

Jumlah 47 393 962.585 970.628

27
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Berdasarkan tabet diatas menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah pemitih sebesar 0,84%

atau setara dengan 8.043 pemitih antara tahun 202'l dengan tahun 2020 di Witayah Provinsi Kep. Bangka

Betitung. Penambahan jumlah pemitih tersebut disebabkan karena adanya penambahan pemitih baru

yang berasat dari pemitih pemuta dan pemitih pindah masuk di 7 kabupaten/kota. Secara umum

petaksanaan pengawasan pemuktahiran data pemitih berkelanjutan tetah ditaksanakan dengan baik

sebagaimana kententuan peraturan perundang-undangan.

b. Kulat Pelawan (Kutiah Dan Petatihan Pengawasan Serta Pengenatan Wawasan Kepemituan) Menjadi

Media Untuk Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Provinsi Keputauan Bangka Betitung

Kegiatan pengawasan partisipatif merupakan bagian dari pendidikan potitik untuk meningkatkan

partisipasi potitik yang menjadi bagian dari pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagai hat yang sangat

fundamentat dalam proses demokrasi. Berkenaan dengan hal tersebut Bawastu mempunyai misi untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Langkah dan inovasi yang

dirumuskan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung adatah dengan menghadirkan program

'Kutat Pelawan'.

Kata'Kulat Petawan" diambit dari kata tanaman yang berjenis jamur khas witayah Putau Bangka

dengan nama latin (Hemioporus sp) atau tebih dikenat oleh masyarakat Bangka dengan sebutan 'Kutat

Petawan'. Kutat Petawan sebagaimana orang Bangka menyebutnya, bukantah jamur sembarangan

karena cara tumbuhnya tergotong sangat unik dan menarik sehingga memiliki nilai juat yang tinggi.

Proses produksi atamiah Kulat Pelawan dalam pertanian tradisional di Provinsi Keputauan Bangka

Betitung dipersyaratkan harus tumbuh di batang pohon Pelawan, dan harus dirangsang melalui

sambaran petir.

Adapun tujuan dilaksanakannya program "Kulat Petawan" ini antara lainnya:

a) Mempersiapkan kader pengawasan dari unsur siswa yang masih bersekotah untuk menjadi

Pengawas Pemu[a datam penyelenggaraan Pemitu.

b) Meningkatkan pemahaman dan keterampitan dari Pengawas Pemuta untuk menjadi partisipan

datam penyetenggaran pengawasan Pemilu Partisipatif.

c) Meningkatkan jaringan pengawasan partisipatif di tingkungan masyarakat metalui peran Pengawas

Pemula.

d) Petaksanaan pembetajaran program Kutat Petawan dilakukan dengan menggunakan model

kooperatif melalui pendekatan konstruktivisme. Menurut Bern dan Erickson'Cooperative learning"

(pembetajaran kooperatif) merupakan strategi pembetajaran yang mengorganisir pembelajaran

dengan menggunakan kelompok betajar kecit di mana slswa bekerja sama untuk mencapai tujuan

betajar- Lalu Pendekatan Konstruktivisme menurut Brooks adatah suatu pendekatan datam betajar

mengajar yang mengarahkan pada penemuan suatu konsep yang tahir dari pandangan, dan

gambaran serta inisiatif siswa.

e) Adapun yang menjadi sasaran dari petaksanaan program ini adatah 50 (tima putuh orang) siswa/i

SMA/MA/SMK/MA atau sederajat yang ada di setiap kabupaten/ kota di wiLayah Provinsi Kepulauan

Bangka Betitung.
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Grafik 3,2" Jumtah Peserta Program Kutat Pelawan per wilayah Kabupaten/Kota

di Provinsi Keputauan Bangka Betitung

(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas Bawastu Provinsi Kep. Bangka Betitung, 2021)

Setelah ditakukannya proses pembetajaran, fasil.itator metakukan evaluasi terhadap rangkaian

proses pembetajaran yang telah dilakukan, hat ini dilakukan dalam rangka meLihat dan mengukur

tingkat pemahaman peserta terkait dengan materi yang tetah disampaikan oteh para narasumber.

Setanjutnya fasititator melakukan pretest terhadap peserta sebetum acara dimulai sebagai bentuk

pemetaan terhadap pengetahuan awal terhadap Demokrasi dan Pemilu.

Tabet 3.7. Hasil Pretest dan Post Test Peserta Kulat Petawan

Nama Kabupaten/Kota Nitai Pretest Kulat Nitai Post test
Petawan Kutat Petawan

Angka Naik % Kenaikan

Bangka Tengah

Pangkatpinang

Bangka Barat

Bangka Setatan

Betitung

Betitung Timur
Bangka

Nitai Rata Rata Se
Babet

62,35

65,12

50,6

71

63,3

59,8

411,2

59,5

78

87,25

68,4

79

82,2

82,'-l

63,2

't7,25

12%

19%

12o/o

6y"

16%

19%

12%

13,7%

l6
22
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17,8

mber: Bagian Pengawasan dan Humas, Bawastu Provinsi Kep. Bangka Betitung,202'l)

Setiap petaksanaan kulat pelawan di 7 kabupaten/ kota ditakukan test pra kegiatan dan tes pasca

kegiatan. Untuk keseturuhan nitai pre test peserta berjumlah 59,5 sedangkan post test berjumlah 17,25

dari 334 peserta. Hasil post test menunjukan kenaikan nitai setetah mendapatkan pembetajaran yang

diberikan oleh Narasumber yaitu dengan kenaikan 13,7%. Untuk nitai tertinggi setiap kabupaten/ kota

adalah 100 sedangkan nilai terendah adatah 30.

Secara umum hasil pembelajaran Kulat Pelawan dapat dikatakan memitiki progres yang cukup

baik ditihat dari kenaikan pemahaman peserta yang diukur dari nitai pre test dan post test. Namun,

dalam evatuasi dan pengembangan program kulat pelawan, Bawastu akan memperbaiki metode

pembelajaran dengan materi yang tebih dominan kepada praktik sebagai pengawas partisipatif, agar

nitai-nitai demokrasi dapat diterapkan peserta untuk di lingkungannya nanti.

Hat setanjutnya untuk pengembangan Bawaslu adatah pelaksanaan Program kulat pelawan

ditakukan pada tingkat kabupaten/ kota sebagai program rutin menggunakan modet pembetajaran

Sekotah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Serta Pembuatan database peserta kutat petawan sebagai

caton retawan pengawasan partisipatif pada petaksanaan Pemilihan tahun 2024.

23

I



c. Pendidikan Pengawasan Pemitu Di Lingkungan Akademik Menjadi Bagian Dari Program Pengabdian

Masyarakat

oatam rangka memaksimatkan proses pencegahan datam agenda penyelenggaraan pemitu di

masa mendatang, Bawaslu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

datam pengawasan partisipatif. Hat ini penting untuk ditakukan karena proses penyetengga.aan

pemitu/pemitihan yang jujur, adit, dan berintegritas hanya dapat tercapai apabita adanya peran serta

masyarakat datam proses petaksanaan tahapannya.

Terdapat beberapa strategi yang dil.akukan oteh Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

datam memberikan edukasi dan pemahaman wawasan kepemituan kepada masyarakat metalut

pendidikan pengawasan pemilu di tingkungan akademik. Pertu diketahui bahwa pendidikan pengawasan

di tingkungan akademik merupakan satah satu program pengabdian masyarakat yang mempunyar

peranan penting meningkatkan partisjpasi masyarakat dalam pengawasan pemitu. Adapun subjek

utama dari program ini adalah perguruan tinggi yang sekaligus menjadi wadah baga masyarakat untuk

mempetajari, dan menyebartuaskan pengetahuan, ruang tumbuh kembangnya nitai-nitai peradaban

bangsa serta ujung tombak pengabdian dunia kampus ditengah masyarakat.

Semboyan Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi satah satu pertimbangan Bawastu menggandeng

dunia kampus untuk turut serta melakukan pengabdian masyarakat metal,ui pendidikan dan penanaman

nilai-nitai pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Agenda pendidikan pengawasan pemilu di

tingkungan akademik menjadi satah satu upaya Bawastu menghubungkan tugas dan fungsi perguruan

tinggi untuk berpartisipasi secara intensif datam dunia kepemituan ataupun menggerakkan semangat

pengawasan pemitu kepada seturuh lapisan masyarakat.

Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Belitung tetah metakukan kerja sama dengan beberapa

perguruan tinggi di Kota Pangkatpinang untuk dapat membagikan dan menyebarluaskan ftayer

pengawasan partisipatif di tingkungan kampus dan masyarakat. Kemudian flayer tersebut berisikan

aktivitas dan dokumentasi beberapa program Bawaslu sepanjang tahun 2021 serta berisikan ajakan dan

informasi mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan pemitu_

Penyebaran ftayer diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan

pengawasan partisipatif, semakin sering kita metakukan sosiatisasi kepada masyarakat maka

kesadaran. keretewanan, dan kesukaretaan akan tumbuh dengan sendirinya sehingga semangat

pengawasan pemilu partisipatif akan kian meningkat. Semakin banyak pihak yang mengawasr

penyelenggaraan pemilu maka akan semakin baik djkarenakan potensi kecurangan dan dugaan

petanggaran dapat dicegah dan diminimatisir sehingga dengan semangat kebersamaan ini maka bukan

menjadi sebuah keniscayaan penyetengaraan pemitu dapat berjatan dengan baik, berkuaLitas, dan

berintegritas.

Setanjutnya semangat Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung tidak hanya sebatas

memberikan penugasan kepada mahasiswa terkait dengan pemberikan €dukasi kepada masyarakat,

melainkan juga metaksanakan diskusi pubtik dengan metibatkan beberapa mahasiswa perguruan tinggi

yang ada di Pangkatpinang- Kegiatan ini ditakukan pada tanggat 16 Desember 2021 dengan menghadirkan

narasumber atau fasititator dari tingkungan akademisi dan tembaga pemantau pemitu serta dihadiri

puta oleh 30 orang mahasiswa perwakitan dari perguruan tinggi.
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Gambar 3.1. Petaksanaan Diskusi Publik dengan Metibatkan beberapa Perwakitan Mahasiswa

Perguruan Tinggi

(Sumber: Dokumentasi Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Belitung, 202,|)

Proses diskusi pubtik ditaksanakan dengan menyajikan beberapa pokok bahasan yang metiputi

semangat membangun gerakan pengawasan partisipatif dan peran tembaga pemantau dalam

pengawasan penyelenggaraan pemitu. Pokok bahasan ini menjadi acuan bagi para narasumber dalam

memandu pelaksanaan diskusi agar menjadi tebih terfokus dan terarah agar output dari kegiatan ini

dapat metahirkan sebuah gagasan, inovasi, dan berbagai strategi dalam meningkatkan kuatitas

penyetenggaraan pemitu/pemitihan di masa mendatang.

d. Pengembangan Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif : Podcast NGOPI SERU (Ngobrot Pemitu Bersama

Bawastu)

Datam rangka petaksanaan program Pusat Pendidikan Pengawasan PemiLu Partisipatif di Witayah

Provinsi Keputauan Bangka Belitung, Bawaslu Provinsi melakukan pelaksanaan program pengawasan

partisipatif yang bertajuk podcast NGOPI SERU (Ngobrot Pemitu Bersama BawasLu). Petaksanaan

podcast ini sebagai bagian dari pengembangan pojok pengawasan pemitu partisipatif, artinya bahwa

pojok pengawasan bukan hanya sebatas ruang baca metainkan menjadi media literasi kepemituan di

Provinsi Keputauan Bangka Betitung. Podcast ini menjadi salah satu ruang diskusi dan sharing terkait

dengan berbagai persoalan demokrasi dan kepemiluan datam ruang tingkup nasional maupun lokat.

Setanjutnya hadirnya podcast ini dil.atar betakangi oteh masih minimnya pengetahuan masyarakat

terkait dengan pengawasan pemitu dan penegakan keaditan pemitu. Oteh karena itu podcast ini menjadi

satah satu media bagi Bawaslu untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dengan berbasis teknotogi

atau daring. Persoalan waktu dan kondisi pandemi covid 19 membuat Bawastu Provinsi Keputauan

Bangka Betitung berinovasi untuk memanfaatkan media daring datam metakukan berbagai sosiatisasi

kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pada generasi mitineat dan generasi gadget.

Esensi petibatan masyarakat datam pengawasan partisipatif harus ditakukan dalam kerangka

semangat meningkatkan kualitas demokrasi bangsa metatui penyelenggaraan pemitu/pemitihan.

Penyelenggaraan pemilu/pemitihan yang jujur, adil, dan berintegritas bukan lah menjadi sebuah

keniscayaan apabila penyelenggara pemil.u, masyarakat, dan stakeholder terkait mempunyai semangat

dan kerjasama yang sama untuk meningkatkan kuatitas penyelenggaraan tahapannya.

Banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan berbagai pihak atas hadirnya program pojok

pengawasan di tengah masyarakat sebagai bentuk partisipasi potitik masyarakat. Setanjutnya

petaksanaan program pojok pengawasan dilakukan dengan konsep podcast dengan memafaatkan media

sosiaI dan ruang diskusi dalam proses mengkampanyekan pengawasan pemitu.
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Gambar 3.2. Proses Diskusi dsn Sharing pada Podcast Ngopi Seru

(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung, 2021)

Berdasarkan gambar diatas bahwa. Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung tetah

metaksanakan Podcast Ngopi Seru pada tanggaL l0 November 2021 yang bertempatkan di ruang pojok

pengawasan. Adapun yang menjadi fasititator dan narasumber pada sesi tersebut antara tainnya adatah

Ketua Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung periode Tahun 20i3 s.d 2017 dan Atumni SKPP

Nasionat Tahun 2020. Tema yang diangkat datam diskusi tersebut adatah berkenaan dengan'Pahtawan

Demokrasi', dengan tema tersebut secara tidak tangsung kita merefteksikan sejarah dan per.iatanan

penyelenggara pemitu datam mengawaI proses demokrasi dari masa ke masa.

Setan.iutnya kedepan petaksanaan podcast ini akan ditakukan secara continue setiap 1 bulan

sekata dengan menghadirkan berbagai narasumber internaI dan eksternal seperti akademisi,

praktisi/penggiat pemitu, pemantau pemilu serta stakehotder terkait dengan berbagai t€ma dan pokok

bahasan yang beragam yang tentunya masih berkaitan dengan proses demokrasi dan pengawasan

pemitu.

Memitih dan dipitih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oteh pemerintah

sebagai petaksanaan ratifikasi dari Kovenan lnternasionat Hak Sipit dan Politik. Peran pemerintah

datam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak potitik bagi ketompok

disabil.itas adatah perihat yang khusus. Hak Pitih warga negara baik memitih maupun hak dipitih datam

Pemilu merupakan satah satu substansi penting datam perkembangan demokrasi dan sekatigus sebagai

bukti adanya eksistensi dan kedautatan yang dimitiki rakyat datam pemerintahan

Hak memitih dan hak dipitih merupakan hak yang ditindungi dan diakui keberadaannya datam

Konstitusi Negara Repubtik lndonesia (Undang- Undang Dasar Negara Repubtik lndooesia Tahun l945).

Adapun ketentuan yang mengatur adatah Pasat 2? Ayat (l), Pasat 280 Ayat (3). Pasat 28E Ayat (3) Hat

tersebutjuga diatur di datam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun'!999 Tentang Hak Asasi

Manusia. Selain ketentuan tersebut hak penyandang disabititas juga diperkuat dengan konvensi PBB

Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undaog Nomor I Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabititas Kemudian pada Pasat 29 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang oisabititas diatur

bahwa negara-negara anggota meniamin hak-hak politik penyandang disabititas dan memberikan
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kesempatan bagi mereka menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat Lainnya, baik

untuk dipitih maupun memitih.

Penyandang disabititas pertu ditibatkan dalam proses demokrasi. karena tanpa tertibatnya

penyandang disabititas menghitangkan arti demokrasi sesungguhnya. Sebuah Pemitu dapat

dipertanyakan andai satu warga atau ketompok tidak dipenuhi hak potitiknya. Petibatan penyandang

disabititas tanpa diskriminasi menjamin berjatannya pemitu yang berintegritas, oteh karena itu

partisipasi penyandang disabititas sejatinya memainkan peran yang sama dalam proses Pemitu. (Hitmi

Ardani Nasution. Marwandianto, 'Memitih dan 0ipitih, Hak Potitik Penyandang Disabititas datam

Kontestasi Pemitihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,'Jurnat HAM Vot. 10, No. 2 (2019))

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk metakukan pengawasan tahapan pemitu dan

pemitihan, Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung metakukan berbagai upaya agar masyarakat

tersadarkan pentingnya menggunakan hak pitih datam pemitu maupun pemilihan. Beberapa kegiatan

yang disebutkan di atas seperti kegiatan pemuktahiran Data Pemitih Berkelanjutan (DPB) yang

bertujuan juga untuk metihat di dalamnya juga terdapat pemitih disabititas sehingga dapat dikawat untuk

menjamin agar pemitih disabititas masuk datam daftar pemitih. Rekrutmen kader SKPP dan alumni

Kutat Petawan .luga diharapkan dapat metakukan pengawasan terhadap juga diharapkan dapat

melakukan pengawasan terhadap kinerja penyetenggara pemitu/pemiLihan datam memberikan fasititas

kepada pemitih disabititas, sehingga keterpenuhan fasititas dapat membangkitkan keinginan pemitih

disabititas untuk menggunakan hak pitihnya.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung yang retevan

untuk mengantisipasi kekurangan fasititas untuk penyandang disabititas agar dapat menggunakan hak

pitih, beberapa kegiatan yang ditakukan sebagai berikut:

1. SupervisiPengawasanPemitu/Pemitihan;

2. Sosiatisasi Pemitu Partisipatif.

. lndeks Demokrasi lndonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabet
Pemitu yang Bebas dan Adil lndikator Netralitas Penyelenggara

Pemilu dan Kekurangan datam Penghitungan Suara)

oalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa

Bawastu Provinsi bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang ditarang ikut serta datam kegiatan

kampanye sebagaimana diatur datam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Capaian lndeks Demokrasi

lndonesia (Aspek Lembaga 0emokrasi Variabet Pemitu yang Bebas dan Adit lndikator Netratitas

Penyetenggara Pemitu dan Kekurangan datam Penghitungan Suara) pada tahun 2020

lndikator netratitas penyetenggara pemitu yang dimaksud sebagaimana disebutkan datam lDl 2020

menyoroti keberpihakan Komisi Pemitihan Umum Daerah (KPU0) datam penyetenggaraan pemitu. lndikator

kekurangan datam penghitungan suara sebagaimana disebutkan datam lDl 2020 adatah jumtah kejadian atau

petaporan tentang kecurangan datam penghitungan suara-

Tabet 3.8. Perbandingan Capaian Variabet Pemitu yang Bebas dan Adil di Provinsi Keputauan Bangka

Betitung

Provrnsi

Capaian Variabet Pemilu yang Bebas dan

Adit Target

t9t 2020 tDt 2021

Keputauan Bangka Betitung 85,?5 N/A 100%

(Sumber: lDl 2020 dan IDI 2021)
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Salah satu yang menjadi ukuran dari penrngkatan/penurunan caparan pada aspek lembaga demokrasi

ini adatah variabel pemitu yang bebas dan adit. DaLam perjanjian kinerja ini, yang menjadi ukuran dari

variabe[ pemilu yang bebas dan adit terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator netralitas penyelenggara

pemilu, dan indikator kekurangan datam penghitungan suara. Capaian atas target indikator ini tahun 202'l

dapat dihitung sebagai berikut:

Tabet 3.9. Capaian lndikator Demokrasi lndonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemitu yang Bebas
dan Adit lndikator Netralitas Penyelenggara Pemitu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)

Cara mengetahui capaian indikator ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

Realisasi lDl2021
x 100

Capaian lndikator 2.1

Target Perkin 2021

100
x 100

N/a

= N/A

Untuk indikator indeks demokrasi lndonesia (aspek Lembaga Demokrasi Variabet PemiLu yang Bebas

dan Adit lndikator Netratitas Penyetenggara Pemitu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara) ditargetkan

mencapai 100 adapun realisasi lDl 2021 sebesar N/A yang berarti bahwa target perkin tertampaui dengan

capaian sebesar N/A. Namun capaian sebesar N/A sesuar/belum tercapai dari target renstra. Hat ini

disebabkan oteh beberapa faktor sebagai berikut : X Adapun upaya yang ditakukan Bawastu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung untuk mendukung keberhasitan indikator ini sebagai berikut:

Satah satu indikator datam variabel Pemitihan Umum yang bebas dan adil adatah indikator Netralitas

Penyetenggara Pemilihan Umum. Hat yang dapat merujuk kepada indikator netratitas Penyetenggara

Pemitihan Umum adalah jumtah kejadian menunjukkan keberpihakan penyelenggara Pemitu.

Pada penyetenggaraan Pitkada Tahun 2020, Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung tidak

menerima dan menangani pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu baik dari unsur penyelenggara

(KPU) dan dari unsur pengawas (Bawastu). Pada tahun 202'1, Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung

maupun Bawastu Kabupaten tidak menerima laporan maupun temuan terkait dengan Netratitas

Penyetenggara Pemitihan Umum. Adapun perbandingan penanganan netratitas penyelenggara pemitu tahun

2020 dan 2021 sebagai berikut:

3.10. Perbandingan Penanganan Netratitas Penyelenggara Pemilu tahun 2020 dan 202'l di Provinsi

Keputauan Bangka Betitung

No Yang Menangani
Tahun

2020 2021

1 Bawastu Provinsi 0 0

2 Bawaslu Kab. Bangka 0 0

., Bawastu Kab. Bangka Barat 0 0

4 Bawastu Kab. Bangka Selatan 0 0

Target Perkin Reatisasi lDl2020 Realisasi lDl2O2l Capaian Target Target Renstra

100 85,75 N/A N/A 75,3
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5 Bawastu Kab. Bangka Tengah 0 0

6 Bawastu Kab. Betitung 0 0

7 Bawastu Kab. Belitung Timur 0 0

I Bawaslu Kota Pangkatpinang 0 0

Jumtah ditangani 0 0

(Sumber: Bagian Penanganan Petanggaran, Penyetesaian Sengketa Proses dan Hukum,
Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung Tahun 2020 dan 2021)

Pada tahun 2020, dari hasit pengawasan, tidak ada temuan maupun laporan adanya petanggaran

netratitas yang ditakukan oleh penyelenggara pemilu baik dari unsur KPU maupun Bawaslu, hat ini

disebabkan karena Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung secara massif melakukan pengawasan

datam setiap tahapan serta memberikan pembinaan kepada jajaran pengawas pemitu. Sementara pada

triwutan pertama tahun 2021 merupakan akhir dari tahapan pitkada 2020, tidak ditemukan adanya laporan

dan temuan adanya pelanggaran netralitas penyetenggara pemilu/pemitihan. Meskipun tidak ada tahapan

pitkada/pemitu tahun 2021, Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung metakukan upaya pencegahan

petanggaran netratitas ASN metatui beberapa kegiatan dan sosiatisasi sebagai berikut:

1. Rakor/Raker/Bimtek Penanganan dan Penindakan Petanggaran PemiLihan

2. Supervisi Penanganan dan Penindakan Petanggaran Pemitihan

3. Rakor/Raker/Bimtek Penyetesaian Sengketa Pemitu Pemitihan

4. Supervisi Penyelesaian Sengketa Pemitu/Pemitihan

lndikator kedua dari variabel Pemitu yang bebas adit adatah indikator kecurangan datam

penghitungan suara. Perbandingan capaian indikator ini dapat ditihat datam tabet berikut:

Tabet 3.11. Capaian lndikator Ketiadaan/Kekurangan Fasil.itas Sehingga Penyandang Disabititas Tidak

Menggunakan Hak Pitih Di Provinsi Keputauan Bangka Betitung

lndikator tDt 2020 lDt 2021

Ketiadaan/kekurangan fasititas sehingga

penyandang disabititas tidak menggunakan hak

pitih.

96,53 N/A

(Sumber : lDl 2020 dan lDl 2021)

Pada pelaksanaan Pemitihan Kepala Daerah tahun 2020 terdapat 1 (satu) temuan petanggaran di

tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pitkada Tahun

2020 di Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan pada Rabu 09 Desember harus

diutang pada hari Minggu 13 Desember 2020. Hat itu berawal dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS

05 Desa Air Bara, yang dalam hasit pengawasannya diketahui terdapat kesalahan prosedur yang ditakukan

oteh anggota KPPS saat penghitungan suara di TPS. Oteh karena itu berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 20'18

Pasat 59 Ayat 2 huruf (a) bahwa Pemungutan Suara Utang di TPS dapat ditakukan apabita pembukaan kotak

suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ditakukan menurut tata cara yang

ditetapkan datam peraturan perundang-undangan. Atas temuan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu

Bangka Setatan melatui Panwaslu Kecamatan Airgegas merekomendasikan kepada Panitia Pemitihan

Kecamatan (PPK) untuk ditakukan Pemungutan Suara Utang di TPS 05 Desa Air Bara, Kecamatan Airgegas

dan telah ditakukan pada Minggu, 13 Desember 2020.
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Pada tahapan pitkada 2020 yang masih bertanjut di triwutan pertama tahun 2021, Bawastu Provinsr

Keputauan Bangka Betitung terus melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan kedepannya akan

meminimatisir kecurangan datam penghitungan suara, adapun kegiatan yang ditakukan sebagai berikut:

l. SupervisiPengawasanPemitu/Pemitihan

2. Raker/Rakor/Bimtek Penanganan dan Penindakan Petanggaran Pemitihan

3. Supervisi Penanganan dan Penindakan Petanggaran Pemitihan

. lndeks Kepatuhan Datam Penyusunan Produk Hukum

SecaTa wewenang, Badan Pengawas Pemitihan Umum Proviosi Keputauan Bangka Betitung tidak

dapat metakukan penyusunan produk hukum. Penyusunan Produk Hukum ditakukan oteh Badan Pengawas

PemiLihan Umum Republik lndonesia. Namun demikian, Bawastu tingkat Provinsi seperti Provinsi Keputauan

Bangka Betitung dapat metakukan Ka.iian dan Anatisa terhadap produk hukum yang telah dibentuk. lndeks

kepatuhan datam penyusunan produk hukum merupakan indikator mitik Bawastu, sehingga datam hat inr

Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung memberikan sumbangsih untuk mencapai predikat tersebut.

Adapun capaian indikator indeks kepatuhan datam penyusunan produk hukum sebagai berikut:

Tabet 3.11. Capaian lndikator lndeks Kepatuhan datam Penyusunan produk Hukum

Target Perkin ReaLisasi 202'l Target Renstra

Sedang 80,23

(Baik)

100 Sedang

Sumber: Perkin Tahun 2021, Laporan lndeks Kepatuhan datam Penyusunan produk
Hukum Tahun 2021 dan Renstra Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung 2021-
2O2L)

Sebagaimana datam Laporan lndeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawastu tahun

2021 yang diritis pada Desember 2021. terdapat pengelompokan kuatitas mutu sebagai berikut:

Tabet 3.12. Kategorisasi Kualitas Mutu Petayanan

No. Mutu Pelayanan Keterangan

I 25,OO - 6tr,99 D Tidak baik

2 65,00 - ?6,60 c Kurang baik

3 B Bark

l! 88,31 - 100,00 Sangat baik

(Sumber: Laporan lndeks Kepatuhan datam Penyusunan Produk Hukum Bawastu, 2021)

Untuk mendapatkan capaian target, dihitung dengan cara membagi reatisasi dengan target dikatikan

100%. Karena target dalam target ini merupakan predikat, maka pertu mengkategorikan predikat tersebut

datam bentuk angka sebagai berikut:

Tabet 3.13. Kategorisasi Predikat

No. Predikat Nitai

I Kurang Baik l

2 Sedang 2

3 Ba ik 3

L Sangat Baik 11

(Sumber: Laporan lndeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu, 2021)
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Target Perkin 2021
x 100%

Reatisasi 2021

Baik
x 100%

Capaian lndikator 3.1 Sedang

3

x i00%

= i50%

untuk mendukung meningkatnya kuatitas produk hukum yang disusuo oteh Bawastu, Bawastu

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung metakukan anatisis hukum terhadap beberapa peraturan Bawaslu

untuk metihat keterkaatan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan yang tain serta
membuat inventarisasi masatah dari beberapa peraturan sebagai bahan masukan untuk Bawastu dalam

menyusun produk hukum.. Anatisis hukum dapat diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya

atas kondisi hukum yang tetah ada datam rangka memberikan penitaian untuk mengetahui apakah tujuan
pembentukannya tetah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum

tersebut. Anatisis hukum juga digunakan dalam mempelajari suatu perkara atau sengketa hukum. Seperti

halnya Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung yang tetah melakukan Kajian dan Anatisa sebanyak l4
(empat betas) kali sebagai upaya mendukung tercapainya predikat tersebut sebagaimana tertampir datam

tabet dibawah ini.

Tabet 3.'14. Petaksanaan Kajian dan Anatisa Hukum di Bawastu Kabupaten4(ota

Tanggal Petaksanaan Tempat Tema Kajian

26 Aprit 2021 Bawaslu Kabupaten Bangka Setatan Kode Etik

06 Juli 2021 Kode Etik

08 September 2021 Bawaslu Kabupaten Betitung Timur Produk Hukum

24 September 2021 Bawastu Kabupaten Betitung

13 oktober 2021 Bawaslu Kabupaten Bangka

26 0ktober 2021 Bawastu Kota Pangkalpinang Produk Hukum

30 Juni 2021 Penyelesaian Sengketa

24 Agustus 2021 Bawastu Kabupaten Betitung Penyetesaian Sengketa

15 November 2021 Bawastu Kabupaten Bangka Tengah

15 Aprit 2021 Bawastu Kabupaten Bangka Tengah Pelanggaran Administrasi

6 Met 2O2l Bawaslu Kabupaten Bangka Petanggaran Pidana

28 )uni 2021 Bawaslu Kabupaten Bangka Setatan Petanggaran Administrasi

18 November Bawaslu Kabupaten Betitung Petanggaran Administrasi

29 November Bawastu Kabupaten Bangka Barat

(Sumber: Data Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Bel.itung,2021)

Setain Anatisa dan kajian, Badan pengawas Pemitihan Umum Provinsi Keputauan Bangka Betitung
juga menyusun Daftar lnventarisir Masatah (DlM) terkait Peraturan Perundang-Undangan. DIM disusun

dalam rangka melakukan pemetaan terhadap permasatahan-permasatahan yang terjadi datam praktik di
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oari tabel tersebut diketahui bahwa yang ditargetkan datam perjanjian kiner.ia adaLah predikat

"sedang'. sementara nitai yang diperoteh Bawastu tahun 2021 untuk andeks kepatuhan penyusunan produk

hukum sebesar 80,23 dengan predikat 'baik'. oari capaian tersebut, dapat disimputkan bahwa realisasi

tahun 2021 metampaui target Renstra dengan capaian target 150%. Adapun capaian tersebut diperoteh

dengan penghitungan seb6gai berikut:
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tapangan. Terdapat 0aftar lnventarisir Masatah (DlM) yang tetah dipetakan oteh Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung satah satunya adalah Daftar lnventarisir Masatah (DIM) terhadap

Anatisa Hukum dalam rangka persiapan pemitu datam kondisi tidak normat dan Daftar lnventarisir Masatah
(DlM) terkait masukan Peraturan Badan Pengawas pemitihan Umum.

. Kuatifikasi Keterbukaan lnformasi Pubtik

Keterbukaan informasi pubtik menjadi satah satu hat penting yang tidak terpisahkan dari fungsr

Badan Pubtik. Dengan keterbukaan informasi publik maka masyarakat dapat ikut andit datam

mengoptimatkan pengawasan terhadap penyetenggaran negara, serta pengawasan penyetenggaraan

kepemituan bagi Bawastu sendiri. satah satu etemen penting datam mewujudkan penyetenggaraan negara
yang baik adatah dengan cara membuka setuas-tuasnya informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsr

masing-masing badan publik. l/etalui keterbukaan informasi pubtik diharapkan dapat memberikan ruang

bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi datam berbagai kebijakan pubtik. lndikator kuatifikasi keterbukaan
informasi pubtik dalam hat ini merupakan predikat, Adapun capaian indikator ini dapat dilihat sebagai

berikut:

Tabet 3.15. Capaian Kuatifikasi Keterbukaan lnformasi publik

Target Perkin Reatisasi 2020 Reatisasi 2021 Capaian Target Target Renstra

lnformatif lnformatif 100% lnformatif

Dari tabet tersebut diketahui bahwa target pada perian.iian kinerja adatah mendapatkan predikat

inlormatif. Pada tahun 2020, Bawasl.u Provinsi Kepul.auan Bangka Belitung memperoteh predakat informatif
disusuI tahun 2021 juga mendapatkan predikat informatif, sehingga diperoteh capaian target sebesar 100%

dan predikat informatif yang diperoleh dalam dua tahun berturut-turut juga mencapai target pada renstra.

Gambar 3,3, Penyerahan Penghargaan dari Bawastu kepada Bawaslu provinsi
Keputauan Bangka Belitung

r;tBAWASLU

(Sumber: Dokumentasi Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Belitung, 202I)

Ketercapaian predikat informatif tersebut tidak tertepas dari upaya yang ditakukan oteh Bawastu

Provinsi Kepulauan Bangka Betitung datam menyajikan dan memberikan informasi kepada pubtik baik

berupa petayanan informasi langsung maupun pemberitaan di website dan media sosiat. Metatui PplD,

masyarakat bisa meminta informasi yang dibutuhkan dari Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung.

Jumtah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung dari butan

Januari sampai dengan butan Desember tahun 2021 sebanyak 1'l permohonan. Dari 11 permohonan tersebut,

32

lndikator 3.2.

lnformatif

'a

BAVVASLU PR(,V'NSI XCPULAUAN BANGKA BELI?UNG
Rallt Gel6r Periltgkat f lnforr,tatif arart Bawa3lu RtTentang Keterbukaan lnforrrr€sl 

',r.t 
llk fahun 2021

r,



sebanyak 7 permohonan dikabulkan seluruhnya, 4 permohonan dikabutkan sebagian, dan tidak terdapat

permohonan yang ditotak atau tidak dikabutkan.

Grafik 3.3. Permohonan lnformasi ke PPID Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

r 2020 r 2021

(Sumber: Data Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung, 202'l)

Dan sepanjang tahun 2021 tidak terdapat permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun

secara online. Dan juga tidak mendapatkan [aporan sengketa informasi. PPID Bawastu Provinsi Keputauan

Bangka BeLitung setatu berusaha memberikan petayanan informasi yang cepat, tepat, tengkap, dan efisien.

Dalam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan lnformasi Pubtik Tahun 2019, 2020, dan 2021

yang disetenggarakan oteh Bawastu Repubtik lndonesia, PPID Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

berhasit mendapatkan predikat lnformatif dan masuk peringkat l0 besar dari seturuh PPID Bawastu Provinsi

se-lndonesia. Pada tahun 2019 PPID Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Bel.itung meraih peringkat ke-9.

Latu pada tahun 2020 mendapat peringkat ke- 2 dari seturuh PPID Bawastu Provinsi di seturuh lndonesia.

Sedangkan pada tahun 2O21 ini PPID Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung berhasit meningkatkan

kuatitasnya dengan meraih peringkat 1 dari seturuh PPID Bawastu Provinsi se-lndonesia.

Untuk memperoleh predikat informatif tersebut, Bawaslu Provinsi KepuLauan Bangka Betitung secara

aktif metakukan update berita dan aktivitas metalui website, media sosial sepertl Youtube, lnstragram,

Facebook, dan Twitter. Berikut jumtah liputan berita yang dilakukan oteh Bawaslu Provinsi Keputauan

Bangka Betitung:

Grafik 3.4. jumtah Liputan Berita Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas Bawastu Prov. Kep. Bangka Betitung, 2021)
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Dari grafik tersebut diketahui bahwa Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung melakukan

petiputan berita yang diberitakan melalui website sebanyak 142 liputan yang menghasitkan berita dan

pubtikasi. Sementara Bawaslu Provinsi juga terus mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk giat

melakukan peLiputan dan pemberitaan. Berikut jumtah liputan berita yang ditakukan oteh Bawastu

Kabupaten/Kota:

Grafik 3.5. Jumtah Liputan Bawaslu Kabupaten/Kota

(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Betitung, 2021)

Setain memberitakan melalui website, Bawastu Provinsi juga melakukan update pada media sosial

secara bersamaan metalui lnstagram, Facebook, dan Twitter. Berikut jumtah publikasi metatui media sosia[:

Grafik 3.6. Jumtah Postingan di Media Sosiat Tahun 2021

Postlngan di Media Sosial Bawaslu Provinsi Tahun
202L

-{EMedia sosial

(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Betitung, 2021)

Bawaslu Provinsi juga terus mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk aktif metakukan update di

media sosial dengan tujuan agar masyarakat bisa metihat apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu

Kabupaten/Kota. Berikut jumtah postingan pada media sosial Bawastu Kabupaten/Kota:
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Grafik 3.?. Jumtah Postingan di Media Sosiat Bawaslu se - Provinsi Keputauan Bangka Betitung Tahun 2021

(Sumber: Baglan Pengawasan dan Humas Bawastu prov. Kep. Bangka Belitung, 2021)

Kategori informatif ini juga didukung dengan hasit survei kepuasan masyarakat yang teLah ditakukan

oteh Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung. Survei ini ditakukan secata online maupun secara offtne
yang terdapat pada website resmi Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung. Hasitnya sebanyak 50

responden yang merupakan mahasiswa Universitas Bangka Belitung telah mengisi kuisioner tersebut. para

mahasiswa tersebut menjawab 8 pertanyaan seputar petayanan pubLik di tingkungan BawasLu provinsi

Kepulauan Bangka Betitung untuk kemudian diberikan nilai berdasarkan poin I sampai dengan poin 4

(tertampir).

Data-data yang digunakan berasat dari hasit survei yang ditakukan dengan menyebar

angket/kuesioner kepada 50 orang responden. Penanyaan pada angket/kuesioner metiputi unsur-unsuT:

persyaratan petayanan: sistem, mekanisme dan prosedur petayanan; waktu penyelesaian petayanan; biaya

atau tarif petayanan; produk spesifikasi lenis pelayanan; kompetensi petaksana petayanan; peritaku

pelaksana petayanan: sarana dan prasarana pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan dalam

pelayanan. Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara tain kuesioner metalur

pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan metalui surat

Gambar3.4.. Form Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat

Setain menggunakan form survey dalam bentuk fisik, untuk memudahkan responden memberikan
penilaian terhadap Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung daLam memberikan intormasi ke

masyarakat, Bawastu Provinsi kepulauan Bangka Betitung.iuga membuat kuesioner etektronik (e-survei).

35

Postingan di Media Sosial Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021

Provinsi Eabel
Kab. BelitunB Timur

Kab. Belitung
Kab. Bangka Barat

Kab. Eangka Selatan
Kab. Bangka Tengah

Kab. Bangka
Kota Pangkalpinang

0 100 200 300

i Postingan

400 500 600



SrnYE rPurs r Mrgurur^I

Gambar 3.5. Form Survei Kepuasan Masyarakat Secara Ontine pada Website

Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung
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Berdasarkan hasit Survei Kepuasan Masyarakat di tingkungan Bawastu Provinsi Keputauan Bangka

Betitung Tahun 2021 maka kesimputan yang dapat diambit adatah Bawastu Provinsi Keputauan Bangka

Betitung sebagai Badan Pubtik telah melaksanakan Kegiatan Survei Petayanan Masyarakat Tahun 2021

dengan baik dan benar.

. lndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Etektronik (SPBE)

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemitihao Umum Repubtik lndonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang

selanjutnya disingkat SPBE adatah penyetenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknotogi informasi

dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna SPBE. spBE di Bawastu mulaa diterapkan

sejak Peraturan Badan Pengawas Pemil.ihan Umum Repubtik lndonesia Nomor 3 Tahun 2021 tersebut

disahkan, sementara di Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Belitung belum mengimplementasikan SPBE.

Sehingga capaian indikator atau realisasi dari indikator indeks sistem pemerintahan berbasis etektronik

(SPBE) datam laporan ini adatah skata yang diperoteh oteh Bawastu sebagai induk organisasi. Adapun

capaian indikator indeks sistem pemerintahan berbasis etektronik (SPBE) dapat ditihat datam tab€t berikut:

Tabet 3.16. Capaian lndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Etektronik (SpBE)

Target Perkin Reatisesr 2021 Capaian Target Target Renstra

1,9 (cukup) 1,95 (cukup) 102.63% '1,9 (cukup)

(Sumber : lndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Etektronik Bawastu, 2021)

Dari tabet tersebut diketahui bahwa indeks sistem pemerintahan berbasis etektronik ditargetkan

mencapaa skala 1,9 dengan predikat cukup pada tahun 2021, adapun reatisasi untuk lndeks SPBE mencapar

1.95 dengan predikat cukup. Dengan demikian capaian target indikator ini mencapai 102,63%. Adapun capaian

tersebut diperoleh dengan membagi reaLisasi dengan target tatu dikatikan 100%.
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Reatisasi lndeks SPBE 2021
x 100

Capaian lndikator 4.1

Target lndeks SPBE 2021

1.95
x 100

1,9

.102,63

Layanan SPBE Bawaslu terdiri atas:

a. Layananadministrasi pemerintahanberbasisetektronik;

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SpBE yang mendukung

tata taksana internaI birokrasi datam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabititas pemerintahan di

Iingkungan Bawaslu. Layanan admlnistrasi pemerintahan berbasis etektronik metiputi tayanan yang

mendukung kegratan di bidang:

1) perencanaan;

2) penganggaran;

3) keuangan;

4) pengadaan barang danjasa;

5) kepegawaian;

6) kearsipan;

?) pengetotaan barang milik negara;

8) pengawasan;

9) akuntabititas kinerja; dan

10) tayanan tain sesuai dengan kebutuhan Bawastu.

b. Layanan pubtik berbasis etektronik

c. Layanan pubtik berbasis etektronik merupakan tayanan SPBE yang m€ndukung petaksanaan pelayanan

pubtik sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu dan kebutuhan birokrasi pemerintahan yang metiputi

pengaduan Pubtik, dokumentasi dan informasi hukum, sistem pelaporan petanggaran (whistl.ebLowing

system); dan/atau tayanan pubtik tain sesuai dengan kebutuhan Bawastu.

Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka BeLitung sejak tahun 2017 sudah metakukan digitatisasi data

melatui penggunaan aptikasi SARAB (sistem aptikasi rapi arsip bawastu), disusut tahun 2021 yang

meLaunching aptikasi Sl0lTA.

Unit organisasi yang menyetenggarakan tayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan Layanan SPBE. Sistem pemerintahan berbasis etektronik pada Bawastu

Provinsi Kepulauan Bangka Betatung yang secara aktlf digunakan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Digitatisasi Data Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

Bawaslu Provinsi KepuLauan Bangka Betitung saat ini tengah metakukan inovasi di era digital

yaitu dengan mengembangkan konsep Digitatisasi Data. Digitalisasi merupakan istitah yang digunakan

untuk menjetaskan keseturuhan proses manual menjadi digitat. Digitatisasi Data yang dilakukan oLeh

Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung datam hat ini adalah mengetota data-data yang bersifat

tisik/ hardcoly alau dokumen secara teknotogi agar dapat meringankan pekerjaan pengguna dokumen,

dan menjadikannya data digital. Data digitat tersebut nantinya akan disimpan dalam suatu penyimpanan

digitat berbasis website yang dapat digunakan oteh seturuh ja.iaran internal Bawaslu Provinsi Keputauan

Bangka Betitung. Beberapa hatyang metatarbelakangi ditakukannya digitalisasi data antara tain:
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a) Penyimpanan dokumen/data berbentuk hardcopy yang bersifat manuat, akan memakan ruang/tempat

apabita sudah banyak, sangat rentan tercecer, dan menghabiskan banyak kertas. Apabita disimpan

datam penyimpanan online, data tersebut akan tebih ramah lingkungan dan terjangkau.

b) Penyetematan informasi dan dokumen/arsip di era teknotogi digitat dan meningkatkan kinerja dan

produktivitas pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

c) Pencarian dokumen/data secara digitat tebih mudah ditakukan daripada pencarian secara manuat.

d) Dokumen/data yang tersimpan secara ontine akan setalu tersedia kapanpun dan dapat diakses dari

perangkat apapun.

Tabet 3.17. Aptikasi Bawaslu Se-Provinsi Kepulauan Bangka Betitung yang aktif digunakan 2021

(Sumber: Data Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung,2021)

Sistem Aptikasi Rapi Arsip Bawaslu atau biasa disebut SARAB merupakan aptikasi semi online yang

dibuat untuk menyimpan arsip datam bentuk softfile. SARAB sudah digunakan sampai dengan tingkat

Bawastu Kabupaten/Kota. Penyimpanan arsip dengan aptikasi SARAB sangat memudahkan untuk

mencari arsip yang dibutuhkan dalam hitungan menit.

Arsip juga menjadi perhatian khusus dari Bawastu Rl, sehingga Bawaslu Rl juga sedang

mengembangkan aptikasi arsip yang kemungkinan baru dapat digunakan di tahun mendatang. Semenjak

awal November 2020, aptikasi SARAB ini yang dipegang oteh pihak ketiga sudah diatihkan ke server

Bawastu Rl sehingga pihak ketiga tidak bisa Lagi mengakses bahkan melakukan maintenance.

Kedepannya, apabita ada kendaLa dan gangguan aptikasi SARAB langsung berkoordinasi dengan bagian

Data dan lnformasi di Bawastu Rl.

Gambar 3.6. Tampitan Aptikasi SARAB
6+

(Sumber: Dokumentasi Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung, 2021)
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lnventarisir Aptikasi Keterangan

2. Sidita Pasir Padi

Sarab
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2.

Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung saat ini tengah melakukan inovasa metatui beberapa

sarana prasarana pelayanan data informasi, Bawastu metakukan sebuah lnovasi dengan membuat

sebuah sistem petayanan menggunakan Sistem Digtatisasi Data (SlDlTA) yang bersifat Partisipatif,

Sinergi, Pasti dan Mandiri (PASIR PADI).

Strategi yang digagas Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung metalui SIDITA PASIR PADI

memitiki tujuan untuk membangun digitatisasi data kepemituan di Provinsi Kepulauan Bangka BeLitung

dalam rangka memberikan petayanan yang efektif dan efisien melatui tata ketota kebijakan sistem

digitatisasi data yang metibatkan partisipasi Stakeholders dalam pemanfaatan sistem digitatisasi data

pemitu yang ada di Provinsi Keputauan Bangka Eetitung.

SIDITA PASIR PADI memitiki manfaat terhadap mengoptimatkan petayanan data dan informasi

sebagai wadah berbagi informasi dan titerasi kepemituan untuk kepentingan penetitian dan pendidikan

serta pengembangan pengawasan partisipataf di Provinsi Keputauan Bangka Belitung.

Gambar 3.7. Hataman Login Aplikasi Digitatisasi Data (SlDlTA)
Bawaslu Provlnsi ulauan Ba Be Litu

re

(Sumber: 0okumentasi Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung, 2021)

Publikasi dan ookumentasi Kehumasan Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung terus metakukan penguatan fungsi kehumasan

datam mempubtikasi kinerja Lembaga metatui berbagai sarana yang digunakan oteh bagian Humas

Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung. Sasaran dan tujuan dari kehumasan Bawastu Provinsi

Kepulauan Bangka Betitung adatah mempubtikasi dan mendokumentasj setiap kegiatan dan program

kerja Bawas[u Provinsi Kepulauan Bangka BeLitung metalui sarana media sosiat dan media daring yang

dimitiki Bawastu.

oteh karena itu berbagai program dan kegiatan tersebut dipublikasikan datam bentuk berita

daring maupun datam bentuk video yang dirancang datam bentuk konten untuk dipublikasikan kepada

pubtik. Namun setiap agenda yang diLaksanakan oteh Bawastu Provinsi Bangka Betitung berupa berita

dan prcgram kerja yang akan dipubLikasikan tetap metatui proses koreksi yang ditakukan oteh pejabat

StrukturaL dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung. Koreksi ini ditakukan agar

informasi yang disampaikan kepada pubtik mempunyai nitai edukasi dan dapat diterima dengan baik

oteh masyarakat. Beberapa sarana pubtikasi yang dimitiki oteh kehumasan Bawastu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung adatah:

Pemanfaatan website resmi Lembaga Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

merupakan sarana utama datam mepubtikasikan segala bentuk program dan kinerja Lembaga.
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Hat ini berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Repubtik lndonesia yang

mempubLikasikan kegiatan dan program kerja datam bentuk tutisan atau berita daring ke website

resmi Lembaga. Dalam website ini juga dihubungkan dengan berbagai media sosial Bawastu

Provinsi Kepulauan Bangka Betitung (Babet).

Gambar 3.8. Website Bawaslu Provinsi Bangka Betitung
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Secara umum terdapat'17 menu yang dapat dimanfaatkan oleh pubtik pada website resmi

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya menu Profi[, Pubtikasi, Regutasi,

lnformasi, Pengawasan, Status Laporan/Putusan, Tahapan, Pengumuman, lnformasi Pubtik, Pers

Retease, E-Library hingga terhubung ke website resmi Bawastu kabupaten/kota Oi Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

PPID Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung telah menyediakan beberapa sarana

permohonan informasi secara onl.ine/daring. Berikut sarana permohonan informasi yang bisa

diakses oteh masyarakat kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara

ontine/daring melalui website, whatsapp, Emait PPID Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung,

Aptikasi PPID Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung berbasis android,

D e n gan mengakses website PPID hWs;(ppidhahelbawaslugatd/, masyara kat dapat den ga n

mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang tangsung

ke Kantor Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung. Setain menghemat waktu, permohonan

informasi yang diajukan metatui website PPID juga tebih cepat dan efektif. Pada website tersebut

berisi beberapa informasi tentang ketembagaan Bawastu. Masyarakat sebagai pemohon informasi

tentu bisa secara letuasa mencari informasi yang tersedia di laman PPID Bawastu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung. lnformasi pubtik yang terdapat pada taman website PPID Bawastu

Babel terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori tersebut adatah informasi yang wajib

diumumkan secara berkata, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang

wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecuatikan.

-
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Gambar 3.9. Tampitan Awa[ Website PPID Bawastu Babet
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(Sumber: Website PPID Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung,202l)

Untuk mengoptimatkan layanan informasi pubtik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka

Betitung tetah memitiki sarana permohonan informasi melalui media WhatsApp (WA) di nomor

082281025277. Permohonan informasi dengan media WA juga terhubung di website PPID Bawastu

Babel. melatui aptikasi joinchat yang tertetak pada website PPID Bawastu Prsvinsi Kepulauan

Bangka Betitung pada bagian pojok kiri bawah hataman website. Melatui aptikasi WA PPID Bawaslu

Provinsi Keputauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta

informasi yang kemudian akan diterima oteh petugas petayanan informasi, untuk selanjutnya

permohonan akan diregistrasi. Registrasi ini dipertukan untuk kepertuan pendataan dan

dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka

Betitung. Pada tahun 2AZ ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung masih terus

menggunakan media WA sebagai salah satu sarana permohonan informasi yang bertujuan untuk

mengoptimatkan pengetotaan dan petayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 3.10. Tampitan Joinchat di Website PPID Bawastu Babet
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(Sumber: Website PPID Bawasl.u Provinsi Keputauan Bangka Betitung, 2021)

Adapun tautan email PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung adatah

BpidLawaslubabel@gmal-am. PPID Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Belitung terus

melakukan inovasi terkait dengan petayanan informasi pubtik. Hat ini ditakukan sebagai upaya untuk

mengikuti perkembangan teknotogi informasi berbasis internet. lnovasi yang ditakukan PPID

Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung adatah penggunaan Aptikasi PPID berbasis Android.
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Aptikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding dengan sarana WA dan Website. Hat ini

bisa tertihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID BawasIu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung berbasis Android yang masuk ke operator PPID.

Aptikasi PPID Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung berbasis Android ini merupakan satah

satu inovasi yang ditakukan PPID Bawastu pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 terus

dikembangkan dengan diintruksikannya pembuatan aptikasi ini bagi Bawastu Kabupaten/Kota se-

Provinsi Keputauan Bangka Betitung.
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(Sumber: Website PPID Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung, 2021)

Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung memitiki beberapa akun sosial media yang aktif

yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, berikut adatah data jumLah

pengunjung/ follower dari sosial media Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung per 13

Desember 202] :

Tabet 3.18. Jenis lnformasi Kanal Media Sosiat

(Sumber: Data Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung,202'l)

Nilai Evatuasi Reformasi Bi rokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyetenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-

aspek ketembagaan (organisasi), ketatataksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia

aparatur. Memasuki era reformasi, tantangan pemerintah lndonesia dalam mewujudkan tata ketota

pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan

pubtik. Krisis yang muncul akibat bangunan birokrasi setama periode orde baru ini bahkan memicu

protes di tingkat pusat maupun daerah (Dwiyanto et at., 2002: Thoha, 2012). Akibat dari peritaku birokrat

yang cenderung tidak mendukung petayanan pubtik tetah menyebabkan tujuan awaI birokrat datam

@

Jenis Media Atamat Akun
Jmt Pengunjung/

Fottower Tahun 2021

1 Website Utama www.babet.bawastu.go. id 863.365

2 Website PPID www.ppid. babe[.bawaslu. go.id 122.063

3 lnstagram @bawastu-babeI 1.300

4 Facebook @babe[.bawastu 1.089

tr Twitter @babet-bawastu 283

6 Youtube Bawastu babet 344
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memberikan layanan pubtik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kuatitasnya

(Horhoruw et at., 2012). ldealnya penyelenggaraan layanan pubtik oteh aparat pemerintah pemberi

layanan pubtlk harus ditakukan tanpa adanya praktik korupsi, kotusi, dan nepotisme (KKN)

(Girindrawardana, 2002).

Kegagalan birokrasi datam merespon krisis baik itu krisis ekonomi maupun potitrk akan

mempengaruhi tercapainya good governance. Kegagalan itu sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan,

insentif, akuntabititas, dan budaya birokrasi (Dwiyanto et at., 2002). Ternyata diantara komponen bangsa,

birokrasi adatah komponen yang pating lambat berubah.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung merupakan anak satker dari Badan

Pengawas Pemitihan Umum. Dalam petaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Bawastu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 8'l Tahun 2010 tenlang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2An-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1l Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 1l Tahun 2015). Petaksanaan Reformasi Birokrasi

Sekretariat Badan Pengawas PemiLihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Betitung dimaksudkan untuk

mewujudkan birokrasi Sekretariat Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung yang bersih dan

akuntabet, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memitiki petayanan pubtik

berkualitas guna terciptanya tata ketola pemerintahan yang baik (good governance). Penitaian

reformasi birokrasi yang ditakukan oleh KemenpanRB kepada Bawastu adatah penitaian secara

keseluruhan sebagai induk organisasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga nitai

evatuasi reformasi birokrasi yang tersaji datam laporan ini adaLah nitai evatuasi reformasi birokrasi

Bawastu. Adapun capaian nitai ,eyatuasi reformasi birokrasi sebagai berikut:

Tabet 3.18.'Capaian Nitai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2021

Target Perkin Reatisasi202l Capaian Target Target Renstra

65 68,60 105,53 65

Dari tabet tersebut tertihat bahwa target untuk nilai reformasi birokrasi pada perjanjian kinerja

tahun 2021 dengan nitai 65, adapun nilai/realisasi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2021 mendapat nitai

sebesar 68,60, hat ini menunjukkan capaian target sebesar 105,53, tebih tinggi dari target pada renstra,

Sejatan dengan hakikat reformasi birokrasi, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideat

tersebut, ditakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8

(detapan) area perubahan metatui 9 (sembilan) program reformasi birokrasi, yakni perubahan pol.a

pikir (manajemen perubahan), sistem pengawasan, akuntabiLitas kinerja, ketembagaan,

ketatataksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipit Negara (ASN), peraturan perundang-

undangan, kuatitas pelayanan pubtik, dan Suick Wns.

Pada tahun 2020, indeks reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemitu adaLah 67,99 dengan kategori

"B'. sementara pada tahun 2021, indeks reformasl birokrasi Badan Pengawas Pemitu

meningkat/menurun belum bisa dijabarkan karena penil.aian reformasi birokrasi 202'l betum diritis oteh

KemenpanRB. Target nitai reformasi birokrasi yang tercantum datam perjanjian kinerja Ketua Bawaslu

Provinsi Keputauan Bangka Betitung dengan nitai sebesar 65. Penitaian reformasi birokrasi ini

merupakan penilaian untuk Bawaslu, sementara tidak ada penilaian khusus untuk KemenpanRB untuk

nilai reformasi birokrasi bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sebagai anak satker dari Badan Pengawas

Pemitihan Umum, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung terus melakukan upaya reformasi

birokrasi pada 8 (detapan area perubahan). Berikut adalah upaya konsisten yang ditakukan Bawaslu

Provinsi Kepulauan Bangka Betitung datam 8 (detapan) area perubahan:
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Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka Betitung ditaksanakan sesuai dengan Pedoman Petaksanaan

Manajemen Perubahan yang diatur datam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor'10 Tahun 201'l

serta Permenpan Nomor 027 Tahun 20'14 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di lnstansi

Pemerintah. Adapun yang ditakukan oteh Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung pada area

perubahan manajemen perubahan sebagai berikut:

a, Membentuk tim reformasi birokrasi di [ingkungan Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung;

b. Menyusun rencana dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;

c. Metakukan sosiatisasi dan internalisasi kepada seturuh pegawai di tingkungan Badan Pengawas

Pemitihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Betitung;

d. Membentuk tim assessor yang akan melakukan penilaian dan evatuasi petaksanaan reformasi

birokrasi;

e. Menetapkan role modelsdan membentuk agents of change,

Pada Tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung juga melakukan pencanganan

pembangunan zona integritas, sehingga selain membentuk tim reformasi birokrasi juga membentuk tim

pembangunan zona integritas yang keanggotaannya sama.

Penyusunan peraturan dan kebijakan dalam hal ini ditakukan oteh Bawastu, sementara Bawaslu

Provinsi hanya menjatankan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Bawaslu. Untuk mendukung

penyusunan peraturan dan kebijakan, Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung memberikan

kontribusi berupa melakukan identifikasi anatisis serta pemetaan antara peraturan dengan peraturan

lain dengan tujuan agar dapat melihat poin-poin mana saja yang tidak sinkron antara peraturan dengan

peraturan/perundang-undangan yang lainnya. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung pernah

menyusun daftar inventaris masalah analisa hukum terhadap persiapan penyelenggaraan pemitu dan

pemitihan dataqr

Tabet 3.19.

kondisi tidak normat sebagaimana datam tabel berikut:

Daftar lnventaris Masatah Analisa Hukum Terhadap Persiapan Penyetenggaraan Pemilu

dan Pemitihan Dalam Kondisi Tidak Normat

Permasatahan Regutasi Rekomendasi

1. Penerapan Protokot
Kesehatan

- Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2020 tentang Pengawasan,

Penanganan Pelanggaran, dan

Penyetesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakit
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wati Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonatam
Corona Virus Disease 2019
(c0VtD-tf).

- Surat Edaran Bawasu Rl Nomor
0 2 57lK. Bawasl u/P M.07. 00 lll I 202
0 tentang Petunjuk Pelaksanan

Penyetesaian Sengketa

PasaL 3 ayat 2 huruf e, datam
penyetesaian sengketa

khususnya antarpeserta, sangat

sulit ditakukan penerapan

protokoI covid-19, khususnya

menghindari kerumunan pada

penyelesaian sengketa pemitihan.

Agar dibuatkan

aturan yang

lebih kuat dalam

Peraturan
Bawaslu untuk
pembatasan

massa atau
pendamping
pemohon/

termohon pada

penyetesaian

sengketa
pemilihan.
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Pemitihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakit

Bupati, serta Wati Kota dan Wakit

Wati Kota Serentak Lanjutan
datam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 201?

(covtD-tn.

Dipertukannya
pasal yang

secara tebih

mendetaiI

terkait tindakan
pengawas

terhadap giat

kampanye yang

metanggar
protokot covid-
19 tersebut
sehingga dalam

hat ini dapat

mengoptimatkan
pelaksanaan
pengawasan.

Dalam pasat tersebut

menyebutkan bahwa, Jika

terdapat bentuk kegiatan

Kampanye yang diduga

metanggar protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian

COVl0-19, Pengawas Pemitihan

berkoordinasi dengan jajaran

KPU dan Kepotisian Negara

Repubtik Indonesia daerah

setempat sesuai tingkatan.
Dalam hat hasil koordinasi

menetapkan terdapat
pelanggaran protokot kesehatan

pencegahan dan pengendalian

COVID-19 dalam bentuk kegiatan

kampanye sebagaimana

dimaksud, Kepotisian Negara

Repubtik lndonesia daerah

setempat sesuai tingkatan

metakukan pembubaran kegiatan

kampanye.

Berdasarkan fakta di [aPangan,

tidak semua giat kamPanYe

dikawal oteh kepotisian, sehingga

terdapat banyak giat kamPanYe

yang metanggar (protokot covid-

19) tepas dari sanksi pembubaran

tersebut.

Pasal 2L Peraturan Bawaslu

Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pengawasan, Penanganan

Pelanggaran, dan Penyetesaian

Sengketa Pemitihan Gubernur dan

Wakit Gubernur, BuPati dan Wakit

Bupati serta Watikota dan Wakit

Watikota Serentak Lanjutan datam

Kondisi Bencana Nonalam Corona

Wrus Disease 2019 (COVID-|?).

2. Kampanye

Pemitihan Umum

Agar dibuat
pasal yang

meyebutkan

sanksi terhadap
pasangan calon
yang membawa
massa pada

saat
pendaftaran.

Dalam peraturan tersebut baik

secara imptisit maupun eksPtisit

tidak disebutkan sanksi secara
jetas terhadap pasangan calon

yang membawa massa Pada saat

metakukan pendaftaran

pencatonan.

Peraturan Bawaslu Nomor lt

Tahun 2020 tentang Pengawasan,

Penanganan Petanggaran. dan

Penyetesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur dan Wakit Gubernur,

Bupati dan Wakit BuPati serta

Watikota dan Wakit Watikota

Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonatam Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19).

3. Pencatonan
pemilihan kepata

daerah

Dibuatkan

aturan terkait
mekanisme
pengawasan
pemutakhiran
data mitih

Petaksanaan Pencocokan dan

penetitian yang ditakukan secara

door to door menjadi tantangan

tersendiri bagi pengawas datam

melakukan pengawasan,

mengingat kondisi Pandemi

- Peraturan Bawaslu Nomor 9

Tahun 2017 tentang Pengawasan

Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemitih

dalam Pemitihan Gubernur dan

Wakit Gubernur. Bu i dan

Pe[aksanaan

Pencocokan
Penelitian

dan
4.
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Wakit Bupati serta Walikota dan

Wakit Watikota.
- Pasal 11 Peraturan Bawastu

Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pengawasan, Penanganan

Petanggaran, dan Penyelesaian

Sengketa Pemitihan Gubernur

dan Wakit Gubernur, Bupati dan

Wakit Bupati serta Walikota dan

Wakit Watikota Serentak
Lanjutan datam Kondtsi Bencana

Nonatam Corona Virus Disease

2019 (CoVrD-19).

seperti sekarang ini.

Pertanyaan apakah hasit
pengawasan yang ditakukan oteh
pengawas pemitu akan optimat
jika Giat kampanye door to door
pada masa pandemi tetap
dilakukan?

Dalam proses coklit seharusnya
pengawas pemilu melakukan
pengawasan metekat bukannya

metakukan pengawasan

menempel. Setama ini data yang

digunakan hanya data dari KPU

saja sehingga pengawasan tidak
efektif.

Setain itu, kita harus lebih

memberikan pemahan yang tebih

mendatam kepada pengawas
jajaran tingkat bawah, bahwa

tugasnya Bawastu adatah

metakukan pengawasan bukan

metakukan coktit, sehingga untuk
menganatisa apakah giat coktit
tetah ditakukan sepenuhnya

adalah dengan cara melakukan
sampling bukannya menunggu

data hasil coktit dari PPDP

ataupun PPS.

secara tebih
mendetite

5. Pemberian Bantuan

Sosia[ oteh

Petahana pada

masa pemitihan

- Perbawaslu Nomor 12 Tahun

2018 Perubahan atas Peraturan
Badan Pengawas Pemil.ihan

Umum Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pengawasan KamPanYe

Peserta Pemitihan Gubernur dan

Wakit Gubernur, Bupati dan

Wakit Bupati, serta Wati Kota dan

Wakit Wali Kota.

- Pasal 23 Peraturan Bawastu

Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pengawasan, Penanganan

Pelanggaran, dan Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur

dan Wakit Gubernur, Bupati dan

Wakit Bupati serta Walikota dan

Wakit Watikota Serentak

Lanjutan datam Kondisi Bencana

Nonatam Corona Virus Disease

2019 (COVTD-19).

Adanya potensi maladministrasi
ataupun petanggaran pemitu yang

ditakukan oleh Petahana dengan

memanfaatkan bantuan sosiat
dalam rangka penanggutangan

covid-19.

Datam hat tersebut terdapat

abuse of power dan money potitik
jika tidak segera dilakukan upaya

pencegahan.

Datam hat ini sebagai bentuk
pencegahan terhadap adanya

dugaan petanggaran tersebut
adalah dengan memperkuat
pengawasan serta metakukan

kerjasama dengan berbagai

stakeholder terkait, terutama
berkoordinasi dengan pemerintah

untuk dapat mengetahui setiaP

bantuan yang akan dibagikan

kepada masyarakat.

Perlunya aturan
hukum yang

tebih mendalam

terkait strategi
pencegahan
potensi

Petanggaran

tersebut.
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6. Aturan Kampanye

Pemitihan

Surat Edaran Nomor
0 5 80/K. Bawast u/P M. 06. 00 il lZOZO

Sebagaimana tetah
ditaksanakannya pemitihan

kepata daerah Tahun 2020 yang

[atu, terdapat suatu
permasalahan terkait peringatan

tertutis, dimana datam aturan
PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal

88 disebutkan bahwa peringatan

tertulis oleh Bawastu Provinsi
atau Bawastu Kabupaten/Kota,

sedangkan ditapangan yang

sering menemukan kampanye
yang tidak sesuai aturan
(melanggar protocol Covid- 19, dll)
adalah pengawas tingkat bawah.
Jikapun harus menunggu
peringatan tertulis dikeluarkan
oleh bawas[u provinsi atau
kabupaten/kota, giat kampanye

tersebut tertebih dahuLu selesai
(tidak efisien waktu).
Bawaslu Rl metatui surat edaran
nomor
058 0/K. Bawas I u/P M.0 6.00 lX/2020
tetah memberikan kewenangan

kepada Bawastu Kabupaten/Kota

untuk memberikan mandate

kepada Panwascam, namun tetap
saja masih menjadi perdebatan

ditingkat bawah.

Sehingga hat tersebut
menyebabkan tidak optimatnya
pengawasan.

Dibuatkan

aturan yang

tebih jetas

didatam

Peraturan
Bawastu

tentang
pengawasan

kampanye untuk
mengatur
mekanisme

keluarnya
peringatan

tertulis atau

rekomendasi.

Sumber: Bagian Penanganan Petanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Setain metakukan anatisa terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi

tidak normat, Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung juga metakukan inventarisasi masalah

pemetaan penyusunan peraturan Bawaslu datam pemilu dan pemilihan tahun 2022. lnventarisasi

masatah terkait Peraturan Bawastu ini bertujuan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran

terhadap penyusunan peraturan-peraturan yang ditakukan oleh Bawastu.

Bawaslu sebagai tembaga yang menaungi unit kerja ditingkat provinsi tetah melakukan evaluasi

terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan mandate/kewenangan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemitihan Umum. Bawaslu menindaktanjuti Peraturan Presiden Nomor 68

tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Bawastu Nomor 7 fahun 20'19 tentang 0rganisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemitihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemitihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemitihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemitihan Umum Kecamatan. Kemudian Bawastu melakukan evaluasi kembati terhadap

struktur organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah-tangkah Strategis Penyederhanaan Reformasi

Birokrasi, hingga tahun awaI tahun 2022 terus melakukan penyesuaian untuk penyederhanaan organisasi
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6. Aturan Kampanye

Pemitihan
Surat Edaran Nomor
0580/K"Bawastu/PM.06.00 lXIZOZO

Sebagaimana telah
ditaksanakannya pemitihan

kepala daerah Tahun 2020 yang

[atu, terdapat suatu
permasalahan terkait peringatan

tertutis, dimana dalam aturan
PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasat
88 disebutkan bahwa peringatan

tertulis oleh Bawastu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota,
sedangkan ditapangan yang

sering menemukan kampanye
yang tidak sesuai aturan
(melanggar protocol Covid- 19, dlL)

adalah pengawas tingkat bawah.
Jikapun harus menunggu
peringatan tertutis dikeluarkan
oleh bawastu provinsi atau
kabupaten/kota, giat kampanye
tersebut tertebih dahulu selesai
(tidak efisien waktu).
Bawaslu RI metatui surat edaran
nomor
0580/K. Bawastu/PM.06. 00 /X/ZAZO
te[ah memberikan kewenangan

kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
untuk memberikan mandate
kepada Panwascam, namun tetap
saja masih menjadi perdebatan

ditingkat bawah.
Sehingga hat tersebut
menyebabkan tidak optimatnya
pengawasan.

Dibuatkan

aturan yang

tebih jetas

didatam

Peraturan
Bawastu

tentang
pengawasan

kampanye untuk
mengatur
mekanisme

keluarnya
peringatan

tertulis atau
rekomendasi.

Sumber: Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Setain melakukan anatisa terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan datam kondisi

tidak normal, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung juga metakukan inventarisasi masalah

pemetaan penyusunan peraturan Bawastu dalam pemitu dan pemilihan tahun 2022. lnventarisasi

masatah terkait Peraturan Bawaslu ini bertujuan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran

terhadap penyusunan peraturan-peraturan yang ditakukan oteh Bawastu.

Bawastu sebagai lembaga yang menaungi unit kerja ditingkat provinsi telah melakukan evatuasi

terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan mandate/kewenangan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 7 fahun 2017 tentang Pemitihan Umum. Bawaslu menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68

tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Bawastu Nomor 7 Tahun 2019 tentang 0rganisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemitihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemitihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemitihan Umum Kecamatan. Kemudian Bawastu melakukan evaluasi kembati terhadap

struktur organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah-tangkah Strategis Penyederhanaan Reformasi

Birokrasi, hingga tahun awaI tahun 2022 terus melakukan penyesuaian untuk penyederhanaan organisasi
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sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

tahun 202'l tentang Penyederhanaan Struktur organisasi pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi.

Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung terus metakukan penguatan organisasi secara

internat, beberapa upaya yang ditakukan diantaranya adatah terus metakukan evaluasi kinerja bagi

semua jajaran Sekretariat Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung .iuga metibatkan ja.iaran

Sekretariat Bawastu Kabupaten/Kota.

Penatataksanaan merupakan pitar penting datam reformasi birokrasi Badan Pengawas

Pemitihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Betitung. Penataan Tatataksana telah membangun dan

menata tatataksana (business process) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan

standard operating procedures (SOP) yang lebih sederhana, efisien. efektif. produktif dan akuntabel.

Pada area perubahan ini, Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung metatui setiap Bagian menyusun

dan menetapkan standar operasionaI prosedur sebagai dasar datam petaksanaan petayanan pada proses

bisnis Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung. Berdasarkan data tahun 2021, Bawaslu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung sudah membuat sebanyak 46 (empat puLuh enam) SoP untuk kegiatan

utama.

Selain standard operasional prosedur (S0P) sebagai pengungkit dari area perubahan ini,

keterbukaan informasi pubtik juga menjadi satah satu pengungkit. Bawastu Provinsi Keputauan Bangka

Belitung membentuk Pejabat Pengetota lnformasi Pubtik (PPID), meningkatkan publikasi berita melatui

website, media sosiat serta melakukan berbagaa podcast metalui chanel Youtube Bawastu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung. Sebagai reward dari apa yang sudah ditakukan oteh Bawastu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung untuk keterbukaan informasi pubtik, Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka

Belitung memperoleh predikat 'informatif dari Bawastu pada Tahun 202'1.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionatisme S0M aparatur yang didukung

sistem rekruitmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yangberbasis kompetensi

dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai metatui program ini adalah meningkatnya profesionatisme

SDN4 di bidang teknis dan administrasi Pengawasan Pemitu. Adapun capaian Penataan Sistem

Manajemen S0M antara lain:

- Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiptin Pegawai Negeri Sipit (PNS);

- Tetah ditakukan anausa dan perhitungan beban kerjasesuai job description-nya masing-masing;

- Menyusun analisisjabatan untuk seluruh pegawai, baik PNS maupun tenaga honorer:

- Menerapkan Perjanjian Kinerja atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk seluruh Komisioner dan

pegawai baik PNS maupun tenaga honorer;

- Pengikutsertakan peserta diktat, orientasi, sosialisasi yang ditaksanakan Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait untuk mendukung kinerja:

- Absensimenggunakan fingerprint,'

- Data pegawai diketota datam sistem informasi kepegawaian bawastu (SIMPEG):

- Penegakan aturan kedisiptinan metalui sanksi dan re,yard
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Penguatan Akuntabititas Kinerja merupakan area yang penting karena penerapan sistem

akuntabititas yang baik dapat mendorong birokrasi tebih berkinerja dan mampu

mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.

Capaian Penguatan Akuntabititas tahun 2021 diantaranya:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Ketua, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bagian di tingkungan Bawastu

Provinsi Keputauan Bangka Betitung;

- lmplementasi Sistem Manajemen Kinerja serta monitoring dan evaluasi metalui aptikasi E-Monev;

- Penyusunan dan reviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemitihan Umum Provinsi Kepulauan

Bangka Betitung Tahun 2020;

Berdasarkan capaian tersebut, ada beberapa hal yang pertu menjadi prioritas bagi Tim Penguatan

Akuntabititas, yaitu:

- Peningkatan kuatitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Keputauan Bangka

Betitung, hat ini harus dimutai dari komitmen pejabat yang memillki kesadaran terhadap kontrak

kinerja unit mereka masing -masing;

- Pertunya peningkatan kuatitas akuntabititas Badan Pengawas Pemitihan Umum Provinsi Keputauan

Bangka Betitung yang tercemin melatui penetusuran antara Kontrak Kinerja Organisasi dan Kontrak

Kinerja lndividu. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa target -target kinerja Badan Pengawas

Pemitihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Betitung dapat memberikan dampak yang signifikan

dan dapat tebih di percaya oleh masyarakat.

Berbagai penyimpangan yang terjadi datam birokrasi salah satu penyebabnya adatah temahnya

sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya peritaku koruptif atau

perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah

kebiasaan. Sejatan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung sebagai petayan

pengawasan terhadap petaksanaan Pemitu dan Pemitukada, maka program perubahan di bidang

pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan datam rangka pengawasan Pemitu

yang bersih dan bebas KKN di Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung. Capaian Penguatan

Pengawasan antara [ain:

- Pembuatan banner gratifikasi, totak potitik uang, dan reformasi birokrasi di daerah strategis (front

office) secretariat Badan Pengawas Pemitihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Betitung;

- Pembentukan tim unit pengendatian gratifikasi di tingkungan secretariat Badan Pengawas Pemitihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka Betitung;

- Kepatuhan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di tingkungan Sekretariat

Badan Pengawas Pemitihan Umum Provinsi Keputauan Bangka Betitung'100%;

- Kepatuhan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipit Negara (LHKASN) di tingkungan Sekretariat

Badan Pengawas Pemitihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Betitung 100%;

- Mengikuti petatihan dan sosiatisasi SPIP, LHKPN, dan Gratifikasi yang ditakukan oteh Badan

Pengawas Pemitihan Umum dengan bekerja sama dengan KPK serta Pendidikan Kader Anti Korupsi;

- Pembuatan SOP;

- Melakukan mapping dan pembuatan SOP untuk seluruh bagian yang ada di Bawaslu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung
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Merekap petanggaran dan temuan sebagai bahan evatu8si:

Menfasititasi pengaduan metatui website Bawaslu Provinsi Keputauan Bangke Betitung /n4,lst1e-

Blowing System),

Pembentukan zona integritas bebas korupsi.

Penerapan sistem manajemen petayanan betum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan

kualitas petayanan, yang tebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jetas dan terjangkau

serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.oteh karena itu tujuan dari program ini adatah

untuk meningkatkan kuatitas pelayanan pubtik di Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung yang

profesionat. Capaian ar€a perubahan peningkatan kuatitas petayanan pubtik tahun 2021 sebagai berikut:

- Menetapkan standard petayan umum;

- Membuat maktumat pelayanan dan mempubtikasi maktumat pelayanan metatui website danjejaring

media sosiat:

- Imptementasi 50P petayanan;

- Metakukan sosiatisasi dan internatisasi budaya petayanan prima;

- Metakukan survey kepuasan masyarakat.

3.2 CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2O2I

3.2.1 Capaian Reatisasi Anggaran APBN

B3wastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung metakukan I kati revisa anggaran, namun untuk

tetap menjaga komitmen datam perjanjian kjnerja tersebut, pada saat ditakukannya revisi anggaran

yang berakibat pada perubahan PAGU Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung, maka Bawastu

Provinsi Keputauan Bangka Betitung segera mengambil. tangkah untuk metakukan revisi per.janjian

kinerja. Upaya revisi perjanjian kinerja tersebut dibahas datam rapat internal bersama dengan Kepata

Bagian dan Kepata Sub Bagian untuk menentukan sasaran kinerja, indikator kiner.ja dan target yang

disanggupi oleh Bawastu Provinsi KepuLauan Bangka Betitung, tentunya revisi perjanjian kine.ja Ketua

Bawaslu Provinsi dan Kepata Sekretariat .juga memperhatikan perjanjian kinerja kepala sub bagian dan

kepata bagian yang sebelumnya juga sudah disusun dan ditandatangani pihak-pihak terkait. Revisr

perjanjian kinerja tersebut ditandatangani pada Agustus 2021. Untuk mengukur kinerja Bawaslu Provinsr

Kepulauan Bangka Belitung, akan disusun Laporan Kinerja lnstansi pemerintah Tahun 2021.

Pada Tahun Anggaran 2021, ditakukan pemotongan anggaran sebanyak 3 (tiga) kati. pada tanggat

llt Juni 2o2l ditakukan Pemotongan Anggaran Pertama sebesar Rp141.812.000,00 (seratur Empat putuh

Satu Juta Delapan Ratus Dua Betas Ribu Rupiah) untuk kepertuan penyesuaian Uang Makan ppNpNS,

tanggat 6 Agustus 2021 ditakukan pemotongan kedua sebesar Rpl.120.86?.000,00 (Satu Milyard Seratus

Dua Putuh Juta Delapan Ratus Enam Putuh rujuh Ribu Rupiah) untuk kepertuan refocusing anggaran

datam rangka penanganan Pandemt covid-|| dengan melakukan penghematan yang berasaL dari rupiah

murni dan merupakan betanja barang non operasional dan betanja modat non operasionat, kemudian

pada tanggat 22 September 2021 dilakukan pemotongan anggaran yang ketiga sebesar Rp62?.594.000,00

untuk kepertuan 0ptimatisasi betanja Pegawai sehingga Pagu akhir APBN Bawastu Provinsi Kepulauan

Bangka Betitung adalah sebesar Rp21.334.352.000,00 dengan dana yang berasat dari Rupiah Murni (RM)

sebesar 19.911.921.000,00 dan yang berasaI dari Hibah 0atam Negeri (HDN) sebesar RpI.422.43].000,00.

Keuangan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung dikel.ota oteh g orang sumber daya manusia

yang cakap dalam hat pengelotaan keuangan, terdiri dari I (satu) orang Kuasa pengguna Anggaran, I
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(satu) orang Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, 1 (satu) orang Bendahara pengeluaran,

dan 6 (enam) orang staf yang terdiri dari PNS dan PPNPN.

0i tahun 2021, reatisasi keuangan sebesar Rpi9.900.944.400,00 dari pagu sebesar

Rp21.334.352.000,00 atau sebesar 93,28%.

Tabet 3.21. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Penyerapan Anggaran T.A. 2021 100% 93,28%

Adapun Capaian realisasi keuangan Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung tahun 2021

pada anggaran Perjanjian Kinerla Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung Tahun 2021 adatah

sebagai berikut:

Tabet 3.22. Capaian Realisasi Pagu sesuai perjanjian Kinerja

No Sasaran Anggaran Reatisasi Capaian
(Rp) (Rp) (Y.)

I Meningkatnya ketepatan dan i.206.235.000 '1.19S.i37.638 99.08
kesesuaian kegiatan
pencegahan dan pengawasan
pemitu, serta peran serta
masyarakat datam pengawasn
pemitu partisipatif

2 Meningktnya kuatitas penindakan 209.850.000 199.246.909 gL,9A
pelanggaran pemitu dan
penyelesaisn sengketa proses
pemitu

3 Terwujudnya kaji6n don produk 221.6?5.000 216.5i0.830 9,1,67
hukum serta layansn bantuan
hukum yang berkuatitas

4 Terbsngunnya sjstem teknotogi 125.010.000 11?.852.616 gL.Z1
informasi yang terintegriasi,
efektif, transparan d€n aksesibet

5 Meningkatnya Kuatitas SDM 7.407.670.000 6.849.067.239 gZ.L5

dan tata ketota organisasi yang
professional dan s€suai
dengan prinsip tata
pemerintahan yang baik,
bersih dan modern

Totat 9.116.440.000 8.503.815.232 93.28

oari totat pagu tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 9.1]6.440.000, lika rata-rata capaian sasaran

strategis sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian krnerJa anggaran sebesar 93.28% menunlukkan

adanya efisiensi sebesat 6,'12%.

I I
I

3.2.2 Capaian Reatisasi Anggaran Prioritas Nasional

Untuk anggaran kegiatan Prioritas NasionaL, diaLokasikan anggaran sebesar Rp. 128.000.000,

sementaTa anggaran yang terserap sebesar Rp. 126.820.000 dengan persentase capaian reatisasi

sebesar 99,07%.
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Tabet 3.23. Capaian Realisasi Anggaran Prioritas NasionaI

Anggaran (Rp)

Pagu Reatisasi
SekotahKader 128.000.000 126.820.000 gg,O'lyo

Pengawasan

Pemilu

Adapun rekomendasi pelaksanaan SKPP Daring Provinsi Kep, Bangka Betitung tahun 2021,

yakni:

o) Atumni SKPP Daring yang tetah tulus dapat diikutsertakan pada setiap kegiatan pengawasan

partisipatif Bawastu sebagai kader dari pengawas Pemitu di daerah masing - masing:

b) Bawasl.u Provinsi Kep. Bangka Betitung dapat menjadikan atumni SKPP Daring sebagai agent

pengawas pemilu adhocditingkat TPS/Keturahan/Desa:

c) Bawastu Provinsi Kep. Bangka Betitung dapat metakukan family gathering bersama atumni

SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Betitung.

3.3 REALISASI KINERJA LAINNYA

Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Belitung berupaya untuk metakukan pencapaian-pencapaian

terbaik datam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan datam Rencana Strategis Bawastu

Provinsi Keputauan Bangka Betitung Tahun 2O2O-2024, Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

juga secara maksimal berupaya untuk menjadi tembaha Pengawas Pemitu Yang Terpercaya. Beberapa

upaya yang mendapatkan penghargaan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

3.3.'l Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2021

3.3.1.1 Peringkat lll Penitaian IKPA Tahun 2021

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima penghargaan dari Sekretaras

Jenderal Bawastu untuk penitaian lndikator Kinerja Petaksana Anggaran (IKPA) tahun 2021.

Penghargaan tersebut diterima oteh Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung pada

Februan 2022.

cambar 3.12. Penghargaan Peringkat lll lKpA Tahun 2021

I

(Sumber: Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Betitung,2022)

3.3.1.2 Peringkat lPembinaan Hubungan dan Kerjasama Medra Massa

Selain ketercapaian indikator kinerJa Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung sebagai

t-
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[embaga yang informatif, Bawastu Provinsi kembati meraih penghargaan pembinaan

hubungan dan kerjasama media massa teraktif. Penghargaan ini diterima Bawaslu Provinsi

keputauan Bangka Betitung pada Januari 2O22 alas kinerja ditahun 202'1.

Gambar 3.13. Piagam Penghargaan Peringkat 'l Pembinaan Hubungan dan Kerjasama Media

Massa Teraktif
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(Sumber: Humas Bawastu Prov. Kep. Bangka Betitung, 2022)

Juara 3 Utitisasi BMN Witayah Bangka Betitung

Penghargaan ini diberikan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung oLeh Kanwit

Oirektorat Jenderal Kekayaan Negara yang diterima pada Maret 2022 atas pengurusan BMN

sepanjang tahun 2021.

Gambar3.'14. Penghargaan Utititas BMN Tahun 2021

J
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(Sumber: Humas Bawastu Prov. Kep. Bangka Betitung,2022)

3.3.2 lnovasi Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung

Setain memperoleh pengharagaan, Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung juga

metakukan inovasi-inovasi yang dapat membantu pelaksanaan tugas menjadi tebih efektif,

efisien dan cepat. Beberapa inovasi Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung sebagai

berikut:

ir'.. .: .l,ri',i.i, r'.
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3.L.2."1

3.[t.2.2

Aptikasi SILAWAS Kampanye (Sistem Aptikasi Pengawasan)

Sitawas Kampanye atau Sistem lnformasi Pengawasan Kampanye merupakan sebuah

aptikasi berbasis database spreadshee, menggunakan litut dari website appsheet.com.

Program yang terdiri dari input data Panwaslu Kecamatan, data realtime peta kampanye,

peta atat peraga kampanye, data petanggaran, dan upaya pencegahan. Sistem yang dibangun

pada aplikasi adatah dengan cara metaporkan hasil pengawasan menggunakan formutir

yang ada di aptikasi oleh Panwastu Kecamatan. Hasil input tersebut terdiri dari Jenis

Kegiatan Pengawasan Kampanye, Adafiidak STTP Kampanye,ougaan Petanggaran, Foto

Kampanye, Foto APK. dan Protokot Kesehatan. Aplikasi ini bertujuan untuk merekam

aktivitas pengawasan oteh Bawastu Kabupaten. dan Panwas Kecamatan (Ketua/ Anggota/

Pegawai) terhadap petaksanaan metode kampanye peserta pemitihan meLiputi:

a) Pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan penyebaran bahan kampanye diisi saat

pengawasan langsung di [apangan, maksimat l5 menit sebelum kampanye berakhir

b) Alat Peraga Kampanye diisi rutin oleh Pengawas Pemitihan ketika sedang monitoring

atat peraga kampanye di tapangan, efektifnya 3 hari sekati

Setiap data pengawasan yang diisi dapat ditihat secara liye oteh Bawastu Provinsi dan

Bawastu Kabupaten terkait. oata petanggaran yang diinput langsung akan menjadi aLarm

(atert) dan terhubung ke Bawastu Kabupaten dan Bawastu Provinsi untuk diambit tindakan

cepat tanggap.

Keunggulan dari aptikasi ini adatah dapat menampitkan rekapitutasi dan peta dari kegiatan

pengawasan kampanye yang sudah ditakukan. Sehingga ketika peta kampanye sudah ada di

aptikasi, dan jika terdapat pelanggaran, Bawastu Kabupaten dapat secara langsung menuju

tokasi petanggaran terjadi. Data yang sudah terinput oteh Panwas Kecamatan akan

termonitoring tangsung metatui fitur admin bagi Ketua/Anggota Bawastu Kabupaten dan

Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung. Tampi[an tersebut terdiri kalender kampanye,

reallime kampanye, realtime Alal Peraga Kampanye, Rekapitutasi, Peta Kampanye, dan Peta

Atat Peraga Kampanye.

Aptikasi SARAB (Sistem Aplikasi Rapi Arsip Bawastu)

Sistem Aptikasi Rapi Arsip Bawastu atau yang biasa disebut SARAB merupakan aptikasi

semi online yang dibuat untuk menyimpan arsip datam be uk softfile SARAB sudah

digunakan sampai dengan tingkat Bawastu Kabupaten/Kota. Penyimpanan arsip dengan

aplikasi SARAB sangat memudahkan untuk mencari arsip yang dibutuhkan dalam hitungan

menit. Arsip juga menjadi perhatian khusus dari Bawastu Rl, sehingga Bawastu Rl juga

sedang mengembangkan aplikasi arsip yang kemungkinan baru dapat digunakan di tahun

mendatang. Semenjak awal November 2020, aptikasi SARAB ini yang dipegang oteh pihak

ketiga sudah diatihkan ke server Bawastu Rl sehingga pihak ketiga tidak bisa lagi

mengakses bahkan metakukan maintenance. Kedepannya, apabita ada kendata dan

gangguan aptikasi SARAB [angsung berkoordinasi dengan bagian Data dan lnformasi di

Bawastu Rl.

cambar 3.15. Tampitan Aptikasi SARAB

I tn
54



E-Laporan 0ugaan Petanggaran

Sebagai upaya yang ditakukan Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung datam

meningkatkan kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran untuk mencapai tuJuan

Bawwastu adatah dengan pembuatan E-Laporan Dugaan Petanggaran di Website Bawastu

Provinsi Keputauan Bangka Betitung. E-Laporan Dugaan Petanggaran dibuat untuk

memudahkan pelapor menyampaikan [aporannya tanpa harus datang tangsung ke

Sekretariat Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung. Petapor dapat melihat mekanisme

penyampaian taporan da website Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung. Petapor juga

dapat mengunduh formulir penerimaan laporan di website tersebut. Setetah Pe[apor

menyampaikan taporannya, petugas penerimaan [aporan dari Bawastu Provinsi Keputauan

Bangka Betitung juga dapat m€mberakan Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada peLapor

metalui website.

Gambar 3.16. Tampitan E-Laporan 0ugaan Petanggaran pada Website Bawastu Provjnsi
Keputauan Bangka Belitun
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Penggunaan E-Laporan Dugaan Pelanggaran tentunya harus sesuai dengan standar

operasional prosedur (SoP) yang sudah dibuat oteh Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka

Betitung. Pembuatan S0P E-Laporan 0ugaan Pelanggaran bertujuan sebagai pedoman atau

petunjuk bagi para aparatur sekretariat datam melaksanakan tugas pelayanan, dan bagi

masyarakat pengguna Layanan diharapkan dapat mengetahui atau memahami mekanisme

penyampaian taporan sampai dengan penanganan petanggaran pemilihan, baik secara

tangsung atau tidak tangsung (datam jaringan) agar dapat menghindari tumpang tindih

tanggung jawab dan kesatahan prosedur dalam metaksanakan tugas. Adapun SoP

penanganan pelanggaran secara daring yang tetah dibuat oteh Sekretariat Bawastu Provinsi

Keputauan Bangka Betitung di antaranya sebagai berikut:

. SoP Penerimaan Laporan Petanggaran Pemitihan secara Daring;

. SoP Tata Cara Pra Klarifikasi Dugaan Petanggaran Pemitihan secara Daring;

. SoP Tata Cara Ktarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemitihan secara Danng.

Gambar 3.17. Atur Petaporan melatui E-Laporan Dugaan
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E-Laporan Dugaan Petanggaran merupakan inovasi yang efektif dan efisien daLam haI

penyampaian taporan terkait adanya dugaan petanggaran. Masyarakat dari berbagai unsur,

dan dengan k€ndala jarak dan waktu dapat melaporkan temuan dugaan petanggaran yang

mungkin ditemui metalui E-Laporan Dugaan Pelanggaran, tanpa harus datang ke kantor

Bawastu terdekat.

SIDITA PASIR PADI (Aptikasi Digitatisasi Data Partisipataf Slnergi Pasti dan Mandiri)

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Betitung metakukan inovasi dengan membangun

struktur serta tata ketota digitatisasi data dan informasi sebagai sebuah prasyarat

mewujudkan [embaga pengawas Pemitu menjadi tembaga yang terbuka, partisipatif,

respoinsif, adaptif dan akuntabet datam pelayanan data dan informasi kepemituan kepada

masyarakat luas.

Hat ini tentu dapat memberikan dampak positif datam mempermudah imptementasi

Bawastu Provinsi untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenanq dan kewajiban sebagaimana

diatur datam peraturan perundang-undangan yanq berlaku. Untuk itu Bawastu menginisiasi

sebuah metode petayanan transformatif berupa Sisitem Digitalisasi Data yang diakses publik

secara partisipatif, Sinergi, Pasti dan l.4andiri yang disingkat SIDITA PASIR PADI.

Gambar 3.18. Tampitan Dashboard SIDITA PASIR PADI

Kata 'Pasir Padi' diambit dari tempat wisata lokal sebagai wujud dari kecintaan

Bawastu Provrnsr yang memitikr arti:

a) Partisipatif berarti masyarakat besefta Stakeholders dapat memberikan data informasi

kepemiluan sebagai tangkah awat terciptanya pusat data informasi kepemiLuan.

b) Sinergi berarti Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung bersama stakeholder

dapat menciptakan forum digitatisasi data kepemiluan.

c) Pasti, berarti masyarakat dapat menerima infoTmasi sesuai dengan kebutuhannya.

d) Mandiri berarti masyarakat dan stakeholder dapat mengakses data yang dibutuhkan

secara langsung, kapanpun, dan dimanapun.

Petayanan anformasi yang ditakukan Bawaslu adatah bagian untuk mendukung

penc3paian agar menjadikan Bawastu sebagai tembaga yang terbuka dan terpercaya. Namun

pemerintahan yang terbuka tidak dapat berjatan sendirian khususnya proses edukasi potitik.

Dibutuhkan interaksi antara Bawas[u dan masyarakat. Sehingga fungsi petayanan inlormasi

menjadi tebih responsive terhadap partisipasi masyarakat, serta mampu memberdayakan

masyarakat melatui aksesibititas data dan informasi.
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Pembangunan struktur tata kelola ini didorong oteh kerjasama antar tembaga

(Stakeholdel seperti bersama Pemerintah Provinsi Keputauan Bangka Betitung,

Penyetenggara Pemitu, Perguruan Tinggi, Peserta Pemitu, Forkompimda, organisasi

masyarakat dan juga masyarakat umum. Dengan adanya bentuk kerjasama yang

berketanjutan dengan stakeholderlersebut, melahirkan kerangka komitmen bersama untuk

fasititasi akses data yang tebih baik, tebih cepat, efisien dan efektif serta menjangkau

setuas-luasnya masyarakat. Upaya ini setidaknya dapat memberikan nitai tambah pada

kemampuan merespon perkembangan teknologi digitat dan pada saat yang bersamaan

mampu adaptif pada kondisi [ingkungan yang berubah.

Masyarakat dapat mengakses layanan data dan informasi metatui SIDITA PASIR PADI

dengan mengunjungi website sidita.bawaslu.go.id. Pada ha[aman SIDITA PASIR PADI,

masyarakat harus mendaftarkan diri agar dapat mengakses data secara penuh. Pendaftaran

akun SIDITA PASIR PADI bisa menggunakan email, dan mengisi data identitas pemitik akun

seperti nama, alamat, dan nomor handphone.

Tabet 3.24. Jumlah akun terdaftar pada SIDITA PASIR PADI Per Bul.an November 2021

No Jumlah Akun SIDITA Jumtah
1 Masyarakat/Umum Z7 Akun
2 KPU lAkun
3 Bawastu Kabupaten/Kota 14 Akun
4 Rektorat Universitas Bangka Betitung 50 Akun
5 Bawastu Provinsi 3 Akun
6 Partai Potitik 16 Akun
Totat Akun 161 Akun

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung,202l)

Akun yang sudah teregistrasi tak hanya mendapatkan hak akses data dan informasi

kepemiluan saja. Metainkan bisa sebagai partisipan dalam menyumbangkan data dan

informasi yang dimitiki baik itu secara personal maupun kelembagaan yang diperuntukan

sebagai data kepemituan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi yang ada di datam SlDlTA PASIR PADI, jumtah produk data yang

sudah siap dipubtikasikan kepada masyarakat saat ini berjumtah 5.057 data kepemituan,

Adapun rincian data sejak bulan September s.d Oktober 2021 adatah sebagai berikut :

Tabet 3.25. Jumtah Data yang ada pada SIDITA PASIR PADI per tanggal 24 Desember 2021

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung,2021)

Pemanfaatan digitalisasi data melalui SIDITA PASIR PADljuga mendapatkan dukungan

dari stakeholders yaitu KPU Provinsi, Universitas Bangka Betitung dan Partai Potitik.

Dukungan ini dituangkan dalam penandatanganan Komitmen bersama pada saat grand

taunching SIDITA PASIR PADI di Hotet Fox Haris Kota Pangkalpinang tanggal 25 Oktober

2021.

September 2635 360 2215
0ktober 3232 450 2782
November 3675 150 3525
Desember 1380 15 1365
TotaL 10922 975 994'.1
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Gambar 3.19- Penandatanganan Komitmen Bersama Sl0lTA PASIR PADI bersama
Stakehotder
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pendampingan kepada stakehotder secara rutin dalam rangka peningkatan partisipasi

pemenuhan dukungan data kepemiluan secara digitat yang bersumber dari stakehoLder

terkait.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebetumnya, dapat disimputkan yang terkait dengan Akuntabititas Kiner.ia

Bawaslu Provinsi Keputauan Bangka Betitung pada Tahun 2020. sebagai berikut:

a. Secara umum petaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung

ditengah wabah Pandemi Covid-Ig datam menjatankan tugas sebagai Pengawas Pemitu yang

diamanatkan oteh Undang-Undang tetah dapat disetenggarakan dengan baik hat ini ditunjukkan

dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar I00X.

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung tahun 2020 telah

efektif dan efisien dengan beradaptasi mengikuti protokot Covid-19, ini membuktikan bahwa adanya

wabah pandemi Covid{9 tidak mengurangi tugas Bawaslu datam metakukan pencegahan dan

penindakan terhadap pstanggaran pemi{u dan sengketa proses pemilu.

c. Bawastu Provinsi Keputauan Bangka Betitung tetah berupaya secara optimal metaksanakan

kewajibannya datam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada

UU Rl Nomor I Tahun 20'15 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemitihan

Gubernur, Bupati, dan Watikota Menjadi Undang-Undang metatui kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan secara virtuat.

d. Datam pencapaian s8sEran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seturuh sasaran dapat

dikatakan berhasit diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaglu Provinsi Keputauan Bangka

Betitung tetap memitiki komitmen untuk tebih meningkatkEn kinerjanys datam pengawasan

Pemitu/Pitkada kepada masyaraket.

e. Setain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa

permasatahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan

pengembangan ketembagaan, pengetotaan SDM, serta sistem Pengendatian lntern di Bawaslu

Provinsi Keputauan Bangka Betitung.

f. Penletasan rndrkator yang belum tercapar (betum brsa dlketahur indrkator mana yang trdak tercapar

karena beberapa indrkator betum brsa diukur, akan dlleLaskan kemudran setetah beberapa nilar

sudah drriLrs oleh Bawastu)

4.2 RENCANA KEDEPAN

Pada tahun 2021 Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Betitung akan metakukan prioritas kegiatan,

diantaranya:

a. Penguatan ketembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu,

terutama SDM Anggota Bawastu Kabupaten/(ota dalam melaksanakan kewenangan

penyetesaian sengketa,

b. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyetesaian

sengketa proses Pemitu, satah satunya Tuang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar

teknis yang te[ah ditetapkan.

inang,..lanuari 2022
Ketua
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